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AssalamualalkumWarahmatullaﬁx aba

Yth.Sdr.Gubernur Provinsi Sumater
Yth.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPR
Yth.Sdr.Forum Koordinasi Pemeris
Tinggl dan Ketua Pengadila.r;l Ti]
Barat. |
Yth.Sdr.Kepala BPK - RI Perwakﬂ

Yth.Sdr.Sekretaris Daerah/Staf Ahli

|
J

¥
\

rzkatuh
B '
D Propinsi Sumatera Barat.

itah éDaerah, Ketua Pengadilan

at,

ngei %ﬁgama Provinsi Sumatera
f

Sumiate_ra Barat

/Asiéten/KepalaDinas/ Badan/

Kepala Kantor Wilayah/ dan Lémbaga lingkungan Pemerintah

Daerah Provinsi Sumatera Ba
Yth.Sdr.Ketua Partai Politik tingkat
Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan !I|ne

undangan yang berbahagia. ,
Yth.Bpk/Ibu/Sdr. hadirin dan hadif

Sdr.Pimpinan DPRD,

e
Pemerintah Daerah serta Hadizi

muliakan.

Dengan mengucapkan Puji d
yang senantiasa telah melimpah;
kepada kita semua Alhamdulillah
Paripurna DPRD Provinsi !Siu[m
Pengambilan Keputusan terhadap
Daerah. |

t
!
o
I

Sumatera Barat yang hadir.

rat.

dia é%tak dan elektronik serta

I!
by
[

at ya;&ﬁg kami hormati.

Forum Koordinasi
n dan Hadirat yang kami

ernur,

n Sygkur Kehadirat Allah SWT,

an ;Fahmat dan KaruniaNya
telall, dapat hadir pada Rapat
atera\'] Barat, dalam rangka
3 (t’:figa) Rancangan Peraturan

i

Shalawat beriring Salam dis
Nabi Muhammad SAW dengan uc
Saiyidina Muhammad, Waala A
mewariskan untuk kita pedomani
Rasulullah

keselamatan dunia dan akhirat.!

sebagai petunjﬁk

/

lzinkan kami mengucapkan

vbesarnya kepada pimpinan $1da.n

ar
Epan. “ Allah Humma Shalli Ala

pa,lkan untuk Junjungan kita

i M:uhammad “ yang telah

yaitu Al Qur'an dan Sunnah

da.lam kehidupan menujiu

Gubernur yang telah membemkan esempatan kepada kami untuk
menyampaikan Pendapat Akhir |F aksi. Parta1 Demokrat .

i
d

|



Setelah mendengar dan mem

DPRD Provinsi

Rancangan Peraturan Daerah

Khusus

disampaikan sdr.Gubernur tanggal

Fraksi Partai Demokrat menyai

kepada Panitia Khusus DPRD Provi

membahas secara mendalam berss

Ranperda

kesempatan ini menyampaikan bebq

bahan pertimbangan bagi kita
terhadap Ranperda dimaksud sebag

N\

.\ umum

1.

tentang Pemerintahan Daef
pasal 65 ayat(2) pasal 95, 5

landasan pelaksanaan peme

2).

Desa, Pasal lpasal 2, pasal
No0.43 tahun 2014 tentang

No.6 tahun 2014,

Fraksi Partai Demokrat bes

Daerah Provinsi Sumatera Ba;rat

Sumat

tersebut namun F;aksi

Berdasarkan Undang - Un

Berdasarkan Undang-bnda
‘I

perhatikan laporan Panitia

era Barat terhadap 3(tiga)

Provinsi Sumatera Barat yang

18 Mei 2015 yang lalu kami
npail:clan apresiasi yang tulus
nsi Sumatera Barat yang telah
oo i
\ma ‘]SKPD terhadap ];.:sa:g:p&t—
\
Partai Demokrat

1
rrapa pendapat untuk menjadi

pada

dalam mengambil keputusan
ai berikut .

dang Nomor 23 tahun 2014,
'a.h,p‘[asal 57, pasal 59 ayat(2)
:asal[?’? dan pasal 101 sebagai
rintailfaan .

hg No.6 tahun 2014 tentang
| S cian Peraturan Pemerintah

pelz%dksanaan Undang-Undang

pendapat bahwa Pemerintah

dalam menyusun rancangan

Peraturan daerah harus mempedorhani dan memperhatikan asas-
i x '

asas Penyelenggaraan Pemerintah
dan taat aturan dengan memp
» semua ketentuan perundang-undas
sungguh. |

arn yé{itu taat azas,taat hukum
trhat'ikan dan melaksanakan

\gan tersebut dengan sungguh-




IL PENYELENGGARAAN PELAYANAN

25 tahun 2009,

tentang Pelayanan Publik dan.Pera‘ urar‘m. Pemerintah No.96 tahun
o.25&j tahun 2009. Pelayanan

Mempedomani Undang-Undang Nomor
2012, peraturan pelaksana UU.
Publik adalah tugas utama d
pemerintahan yang baik dan tata

pilé,fr dasar penyelenggaran
lola:pemerintahan yang bersih
Fraksi Partai Demokrat berpendapat Pe;;an dan fungsi Pemerintah
blik harus :

dengan aparatur yang siap

sebagai penyelenggara pelayanan
1. Mempunyai tekad kemauan

sebagai pelayanan Publik bu]

yang dalam kenyataan mas!

terutama ditempat -tempat’

kan untuk dilayani oleh publik

h ditemukan kondisi tersebut

' sesungguhnya aparatur

harus memberikan pelaggané-m y: g sebaik-baiknya tanpa

dilakukan pungutan tidék r
,pada pasar tradlsmnal dar
daerah yang memperlakukan
sesuatu kepada apa.ratur .

. Pemerintah Daergh haru% rJ
mentaati dan melaksanakan
itu diperlukan perubahan sik
ketaatan aparatur.terhadap
dengagn sanksi yang jelas daj

. Perda Pelayanan Pubhk e
dibutuhkan oleh Masyaral
mempunyai kedaulatan .agar
lebih baik dan dibutuhkan ¢
Fraksi
Daerah tentang Pelaya,na;i E

Partai Demokratf b

menjadi payung hukum bégi

eS8 miéeperti jembatan timbang
| beberapa kantor pemerintah
masylarakat harus memberikan
|l
1empLunya1 aparatur yang siap
Perda ini secara baik karena
ap rriental ,prilaku ,disiplin dan
ketentuan dalam Perda ini
n tegés
erupakan Perda yang sangat
rat Eebagal komunitas yang

mendapatkan pelayanan yang

leh :?asyarakat, maka dari itu

erpeﬂdapat bahwa Peraturan

ublikl ini harus paripurna dan
Kabtipaten Kota.
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4, Mengingat Instansi, Institusil dani;Lembaga Pelayan Publik
mempunyai jenis kegiatan, aturaui dan dasar hukum yang
berbeda, Fraksi Partai ch:moki'é.t berpendapat bahwa
Standar Operational Prosedur (SOIi’) dan Standar Pelayanan
Minimum (SPM) harus dimiliki oleﬁ mésing-masing Instansi,
Institusi dan Lembaga dan ([ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur. : ;

5. Agar Peraturan Daerah ini berja.lajr} sebagai Roh Perda yang
diharapkan, Fraksi 1'—’ea.rtail ;De;nokr%t berpendapat agar dibezl-i
sangsi terhadap Intansi, Insélitusi dan Lembaga yang tidak
melayani Publik sgharuényaf, jelas dan tegas baik dalam
bentuk Teguran, Sangsi Administratif maupun Sangsi

Pidana.

II. TANGGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

i

1. Fraksi Partai Demokrat be:jrpendapat bahwa setiap

perusahaan adalah mempunyai tanggung jawab social dan
bahagian dari lingkungan \masyarakat yang harus ikut
bertanggung jawab terhada lingkungannya. make Fraksi

Partai Demokrat mengapresiasi‘dengan sungguh-sungguh

ditetapkannya Perda ini dan égar dapat dilaksanakan

dengan baik oleh perusahagn d1 Provinsi Sumatera Barat

dan segera disosialisasikan |
2. Melalui Perda ini diharapkan tc;fujudnya Kordinasi dan
Singkronisasi yang efektifiantara ;Tim Kordinasi Pemerintah
Daerah dengan Forufril Tanggungjawab Sosial dan
Lingkungan Pemsahaatin agarii dimensi perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan dapat berjalan dengan baik
serta  berkontribusi  signifikan. terhadap kemajuan
Pembangunan Daerah khususnya dalam pengetasan

kemiskinan di Sumatera Barat.

3. Agar sangsi yang diberlakukan sesuai Peraturan
er yadory o~ doypm _ ; ‘
%mmfg dapat dllaksa}nakan sebagaimana mestinya,

i |



4. Fraksi

I\
|
i
¥

:

; g

menjambut
|

Partai Demokrat baik

Tanggung Jawab Sosial dan
[

terhadap
Peraturan Daerah tentang
Lingkungan Perusa.haanlini ditetiapkan mengingat adanya
< BUjMN, BUMD dan Swasta

untuk menganggarkan dana untUk Tanggung jawab social

kewajiban perusahaan baik
dan lingkungan perusal'}aan dengan berbagai program
kegiatan Pemerintah Daé=rah! yang belum mampu
dianggarkan, maka Fraksi Parta1 Demokrat berpendapat
agar Tugas Pokok dan Fung31 da.rl masing-masing pihak
yang TJSLP baik

Perusahaan, Forum TJSLP yang c?.ibentuk oleh Perusahaan

terkait dalam menjalankan ini

secara indipenden dan ‘Tt Koordmaa yang dibentuk
Pemerintah Daerah ha.nb.s jelas dan mampu membangun
dan koordinas
pihak-pihak yang lebih ber

menyalurkan dan mengawas

komunikasi i ygng sehat tanpa adanya
kepentingan dalam mengelola,
i Program TJSLP ini. |

. Agar pangawasan oleh, masmg-masmg pihak berjalan,
Fraksi bahwa Sistem

Pelaporan yang dllalcsanaJcan gsecara berjenjang harus

Partai Demokrat berpendapat

dilaksanakan secara terti
perusahaan menyampaikan
Forum TJSLP sekali dalam
menyampaikan laporan: Pr
Daerah melalui Tim Koordi

b dan
laporan Program TJSLP kepada
satu bulan dan Forum TJSLP
grai,n TJSLP ke Pemerintah
nasii‘sekaii tiga bulan. Fraksi

rutin dimana setiap

Partai Demokrat juga berp

endapat bahwa Pelaporan dari

Perusahaan kepada Forum TJSLP ditembuskan ke

Pemerintah Daerah melalui
. Fraksi Partai Demokrat Tger
harus pro aktif mengkomu
dan Perusahaan 'cerl'iada.i

Pemerintah Daerah aga.r

J

I+

im Koordinasi.

ndairpat bahwa Tim Koordinasi
1ka81;kan dengan Forum TJSLP
pfogram -program  strategis

dapat dipertimbangkan dan

dimasukkan kedalam Prd)gra.m TJSLP masing-masing

Perusahaan.

| l



7. Walaupun ada sangsi sesuaj dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku\} dimasiflg-masing Badan Usaha,
Fraksi Paitai Demokrat ?bexpend:apat agar Perda ini juga
mengatur secara Jelas dla.n Tegazs; terhadap sangsi apabila
masing-masing komponen |melanggar apa yang sudah
ditetapkan agar Perda yang dibuat dengan biaya besar ini

tidak hanya menjadi pajangan dan macan ompong saja.

V. PEMAMFAATAN DAN PENGGUNAAN BAQIAN JALAN.
: |

Fraksi Partai Demokrat bérpe:nda;%jat

1. Bahwa  wewenang pemamfatan, pembinaan  dan
pengawasan jalan telah dikatagérikan pada jalan Negaré,
jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten /Jalan Kota. Khusus
jalan Provinsi .Pemerintah |Provinsi harus melaksanakan
secara tegas terhadap aturan dan ketentuan yang diatur
dalam Perda ini seperti d:.alam'pemeliharaa.n jalan dari
gangguan kegiatan ma§yardkat Pada .okasi pasar tumpah
yang sangat mengganggu kelaﬁfcaran pemakaian jalan. .
Pemerintah Daerah keﬁibﬁtanny% tidak mampu mengatur
masyarakat dan pema.kia.k Jala.niiseperti pada pasar Koto
Baru dan Padang L{Aar dan pasar tumpah lainnya
diwilayah Provinsi Sumatera | Barat yang membuat

t

kemacetan berjam-jam. |
2. Pengawasan pemakaian badan jalan yang tidak dibolehkan
melaksanakan pembangunan dan pemamfaatan ruas jalan
selain untuk ‘cr’a.nsport,l ternyata masih banyak bangunan
liar yang tidak punya izin bangunan dengan
mempergunakan badan j!alan[' dan menjadikan lokasi
perdagangan. _
3. Pemerintah Daerah Provingi h@us berkoordinasi dengan

Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam pengaturan

penggunan /pemakaian badan jalan yang pemberian izin
bangunan dilaksanakan Peanrintah Kabupaten dan Kota
agar Perda ini dapat terlaksana dengan baik.



Demikianlah beberapa pendafaat LFraksi Partai Demokrat

DPRD Provinsi Sumatera Barat® terh'adap 3(tiga) Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi Suniate~a Barat untuk menjadi bahan
pertimbangan dalam menetapka Ixeputusan DPRD menjadi

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat,

Selanjutnya Dengan berserah| diri kehadirat ALLAH swt dan
mengucapkan “ Bismillahirrahmanirrahim” kami Fraksi Partai
Demokrat menyatakan dapat me erima dan menyetujui 3(tiga)
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi

Peraturan Daerah Provinsi Sumadtera Barat, dengan harapan

dipertimbangkan dan d1perhat1H<a.n pendapat kami tersebut. Atas

perhatian Bapak dan ibu kami neen ca%kan terimakasih.

Billahi Taufik Walhidayah, Wassalam mua.laukum Wr.Wb

I I

| |
Padang, 5 Agustus 2015
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ketua, ~Sekretaris,

ASRUL. S.Ag | |SABARAS
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(GERAKAN INDONESIA RAYA)
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PROVINSI SUMATERA BARAT

Ji, Khatib Sulaiman No. &7 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Bxt:: 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133
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TERﬁAﬂ AP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

!

Tenfang

1. Ranperda Penyelenggaraan PelaL'anan Publik
2. Ranperda Pemanfaatan dan Penkguna‘.an Bagian Jalan
3. Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sumatera, Barat
Rabu, 5 Agusfus 2015
Juru Bicare : Supardi

'
|

Assalamualaikum Wr. Wb
Yang terhormat

: ¥
! X
Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat |
Sdr. Pimpiran dan Anggota DPRD Provinsi Surrl%atera Barat :
Sdr. FORKOFIMDA, Ketua Pengadiia’n Tinggi |dan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Provinsi Sumatera Barat ]
Sdr. Sekretaris Dactah/ Asisten/ Kepala Badan/Dmas/hantor/Pemermtah
Provinsi Sumatera Barat -
Sdr. Ibu Kepala BPK-R! Perwakilan Provm]s1 Sumatera Barat :
Sclr. Pimpinan BUMN/BUMD/Pergurman ’I‘mggx se-Provinsi Sumatera Barat
Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, QKP Rekan-rekan wartawan media cetak

clan elekironik serta hadirin dan uncbangari yang kami muliakan

Hadirin, Sidang Dewan yang Terhormat!

{Gerindra), marilah kita tak bosan-bosarinya mengucapl-:an puji dan syukur

pada Allah SWT, Tahan Yang Mahg Esa, y?.ng memberikan kesempatan
kepada kita semua lahir dan bathin ‘unt X be{!{umpu pada rapat paripurna
dalam rangka Penyampatan Pendapat Akhxr Fra,lcSJ terhadap

Mengawali Pendapat Akhir Fraki' Par"tai Gerakan Indonesia Raya

4
|
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| .
Ranperda Penyelenggaraan Pelajanan mbhk Ranperda Pemanfaatan dan

Penggunaan Bagian Jalan serta Ranperda ’Danggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan,

[ :

Shalawat dan salam tak lupa Hta cu'}rahkan kepada Nabi Besar
Muhammad SAW, keluarga Rasul, sahabat qerfa kepada seluruh Ummatnya
vang senantiasa mengikuti risalahnya deﬂgan penuh iman, tabah, sabar dan
istigamah sampai akhir zaman. '

Sebelum kami menyampaikan Pndapﬁt Akhir tentang Ranperda

raka;‘x Indonesia Raya (GERINDRA)
mengucapkan terima kasih dan penghargaan keépada Panitia Khusus (Pansus)
Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peratu!an Daerah (Ranperda) yang telah
bekerja tanpa mengenal lelah menuntaskan . Ranperda dimaksud untuk
ditctapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Prov1ns1 Sumatera Barat tahun
20185. g : !

=
! .

i
Hadirin, Sidang Paripurna yang Kami MHLliaka?n

Saudara Pimpinan, Gubernur dan Hadin; yang berbahag1a

dimaksud, pertama sekall Fraksi Partal G

Sebagaimana vang sudah kita keta.xm bersama bahwa pada tahun ini
Provinsi Sumatera Barat akan mcnyelenggarakan Pesta Demokrasi Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatéra Barat Masa Bakti 2016-2021.
Sebanyak 2 (dua) pasang bakal Ecalpn juga: telah mendaftar ke Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Provm51 Sumbar b berapia waktu lalu.

Jika tidak ada halangan dan r1ntan an, ada tanggal 24 Agustus 2015
nanti, KPU Provinsi Sumbar akan meneta kan% pasang bakal calon tersebut
menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan bertarung
Head to Head pada tanggal 9 Desember 2015. Harapan kita semua, semoga
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Kkali ini berjalan
sceara Demokratis, Jujur dan Adil, tanpa menimbulkan hal-hal ﬂrang sama
sekall tidak kita inginkan. Aamin,

Saudara Pimpinan, Gubernur dan Hadirhl-x yanﬁ berbahagia

Setelah kami mendengarﬂcan i‘ Lapof'an Hasil Pembahasan dan
mencermati 3 (tiga) Ranperda Provinsi S‘u J ater% Barat yang teiah disampaikan
oleh masing-masing Pansus, selanjutnyaperkenankan kami menyampaikan
beberapa pendapat dan saran sebaga1 ber1 ut:

I. Ranperda Penyelenggaraan Pelay nan Pubjik
Seiring dengan perkembiix kei’pajuan pembangunan dan
peningkatan taral sg¢sial, ekonomi, dan p ndldlkan maka berkembang
pula keinginan masyarakat terha ap sruatu lembaga yang dapat
memberikan suatu pelayanan yang bcrkuahtas atau bermutu baik, serta

mampu dijangkau oleh kemampuaz‘i sosial ekonominya adalah suatu
gejala vang wajar,

|
|
1
|
|
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Adapun pelayanan Publik adaléh segala kegiatan peiayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara |
pemecnuhan  kebutuhan penerima
ketentuan peraturan perundang-u
dalam Undang-Undang Nomor 25} Tah

Hakekat pelayanan publik% ad
kepada masyarakat yang merupake
pemerintah sebagai abdi masyar
meningkatnya tuntutan masyarakat
tadi, maka fungsi pemerintah yang n
masyarakat secara bertahap pcrli.l di
dan efisien serta memberikan kepuas

‘amun dalam prakteknya di
scpertinya masih sulit untuk diwuj
publik menunjulkkan adan
pelayanan publik yang ideal.

vang

ndkan.

pelayanan publik sebagai upaya
pelayanan maupun pelaksanaan
ndangﬁn sebagaimana dimaksud

un 20P9 tentang Pelayanan Publik.

alah |pemberian pelayanan prima

n pehwu;udan kewajiban aparatur

akat ; tersebut. Dengan semakin
akan [kualitas atau muty pelayanan

1embérikan ‘suatu pelayanan kepada

tingkétkan agar menjadi lebih efektif

an bag; masyarakat.

Prov1nS1 Sumatera Barat ha! itu
Tidak banyak badan-badan
Lc!esiapan

a dalam memberikan

‘Hal jitulah yang kemudian mendorong

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatéra Barat dengan dukungan DPRD

Provinsi Sumatera Barat
membanggakan yakni
Publii. ‘

Ranperda vang telah dibahas ¢

menjadi

merum
Ranperda' t¢

akan

Kabupaten dan Kota di Sumbar
pemenuban Halk-Hak Masyarakat
publik Dberkualitas di mana dapat
sclama ini tidak optimal menjadi pela]

Berangkat dari kondisi terseb1
pendapat secbagai berikut :
i

dibahas ini tidak cukup sekadar

perumusan substansi Ranperdalj

yang akan menjadi acuan dalam
Misalnya, dalam hal Standar ¢

payung hukum mantmya bagi
Hini

Keberadaan Ranperda Penyeleng

uskarn, rancangan regulasi

=ntang} Penyelenggaraan Pelayanan

yang

leh Pénsus dan Mitra terkait yang
Pemerintah Daerah
harapannya dapat mendorong
Sumatera Barat terkait pelayanan
mengubah pelayanan ;ﬁublik yang
yanan publik yang maksimal.

1t Fraksi Gerindra menyampaikan

,gara%n Pelayanan Publik yang telah
niat paik, akan tetapi dalam proses

juga l}zarus mengatur berbagai aspek

pelaliisanaan perda ini kedepannya,
Jperampg Prosedur (SOP) Pelayanan

Publik, Mekanisme Complairit
bagi Badan Publik seria ketentu
Pelayanan publik yang prima d

pernbenan Reward dan Punishment
n keuentuan lainnya;

n berkualitas akan terwujud tidak

sertit merta  ditimbulkan oleh?perahgkat hukum berupa perda.
Namun perlu didukung oleh unsur yang mahapenting yakni etos
kerja yang baik. Untuk itu, Pe:;nprov‘ Sumbar harus cepat tanggap
dan sigap menyikapi tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik di
lingkup jajaran instansi pememntah daerah dan mengoptimalkan
pelavanan Badan Publik yang ada.
Pelayanan publik dapat dikatakan berkualitas jika memiliki
karakteristik yang menggambarkarg produk layanan itu. Di
antaranya kinerja (performance}, keanq‘ialan (reliability), mudah dalam
penggunaan (easy of usg), éstetil{é}, serta mampu memenuhi
keinginan atau kebutuhan;layangn. 1

ST

1
1
]
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Berangkat dari pemikiran d1 latas daﬁ mengingat masih banyaknya

hai-hal yang belum terakomodxrldaham R%‘;nperda dimaksud, maka kami

Fraksi Gerindra berpendapat: °
l.

%

Untuk Menunda pengesahan Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan
Publik sebagai Perda; S dwQut Q\\akukau Do g guv naais (b St
Mcnyarankan kgpada Pansis.Ranperda Penyelenge: faup

raan Pg¢layanan

Publik dan Pemerintah Daer

menvempurnakan substansi Refiperda; dimaks(d;

Hadirin, Sidang Dewan yang Terhormat

I1.

Provinsi Su ra Barat untuk

Ranperda Tanggung Jawab SosLlal dtn ngkungan Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial dan
merupakan etika dan moral bnsms

1ng1q.1ngan (TJSL) pada dasarnya
ang d1terapkan perusahaan sebagai

bentuk tanggungjawab sosial’ perusahaan pada masyarakat maupun

lingkungan internal dan ekstgrn
berdomisili. |
melalui UU No. 4

Terbatas (PT} mengatur ketentuan pé

Pemerintah

al dlmana perusahaan tersebut

0 Tahun 2007 tentang Perseroan
~nye1eL'1ggaraan TJSL. Dalam pasal 1

disebutkan bahwa istilah Tanggung |
merupakan komitmen perseroan untu
ekonomi
linglkungon yang bermanfaat,
setempat, maupun masyarakat pada
Dalam pasal 74 UU ini juga
bersifat wajib yang biaya penyelenggs

berdasarkan kepatutan dan kewajaran:

sayangnya tidak banyak perusahaanE
baik untik menjalankan kewajibanns

Iawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
berperan serta dalam pembangunan

berkelanjutan’ guna mlzeningkaticlan kualitas kehidupan dan
b‘aiklbagii perseroan sendiri, komunitas

mumnya.

j'xengalmr bahwa pelaksanaan ’I‘JSL
T

aannya dianggarkan oleh perseroan
. Namun dalam prakteknya
atau jﬁerseroan yang memiliki itikad
a ter'sébut. Untuk itu, regulasi yang

lebih efcktil dan efisien sangat diperlukan terutama untuk memberikan

kedudukan hukum, yang tegas dan
dan masvarakat terkait,

Setelah mencermati dengan seri
oleh Pansus

Pembahasan Ranperda Tanggung Jawab Sosial

jelas bagi perusahaan, pemerintah

s Laporan yang telah disampaikan
dan

Lingkungan Perusahaan, kami dari Fraksi Gerindra berpandangan :

4+ Ranpercda yang telah dibahas
diharapkan akan menjadi payu
Daerah untuk dapat mend

'oleh Pansus dan Mitra terkait ini
g hukum nantinya bagi Pemerintah

rong : pemenuhan rasa keadilan

yang dilakukan oleh perusahaan selama ini.

masyarakat Sumatera Barat;terTau chstnbusu program-program CSR

* Ranperda yang dibuat inj pa
mengharmonisasikan hubungan
Sumbar dengan perusahaan d

ditujukan untuk mendorong

schagal  salah  satu

meningkatkan kesegjahteraan ma

bérit,uk

da desarnya dimaksudkan untuk
kcmutraan antara pemda provinsi
an masyarakat Ranperda ini juga
perusahaan melaksanakan TJSL
kontribusi

perusahaan dalam

syarakat setempat.




+ Namun savangnya, dalam Ra!nperda dimaksud terdapat adanya
tumpang tindih dan ketidakjél asari tugas antara Forum TJSLP
dengan Tim Koordinasi yang be poten51 menimbulkan ketidakjelasan
datam pelaksanaan Perda TJSL ni nantlnya

4+ Ranperda ini juga belum’ ‘me ggambarkan sejauhmana' kekuatan
Forum TJSLP serta kom1tmen€ perusahaan dalam menindaklanjuti
Rekomendasi Program CSR s h1nggia program yang dilaksanakan
tersebut akan  tepat ,sas}ran ;5kepada masyarakat yang
membutuhkan. | |

+ Hal lain yang juga belum te%ambar dalam Ranperda dimaksud
mengenal pengaturan reward dan pizfnishment serta belum adanya
semangat transparansi dalam penyusﬁnan program CSR.

Berangkat dari pemikiran di atas dai'i mengingat masih banyaknya

hal-hal vang belurn terakomodir dalam Ranperda dimaksud, maka kami
WLk Mamy e 9 9 Le‘)\t\wm- any i (o0 @
Fraks! Gerindra berpendagat : g na TR AG Wik A b AY Vg o AT D

I. Belum bersepakat menerima Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan unquk q}lsahkan sebagai Perda;

2. Meminta kepada, Rapat Parxpurna merekomendasikan kepada
Pansus Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Llngkungan
Perusahaan dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat agar
menyvempurnakan substansi Ranerdg dimaksud;

III. Ranperda Pemanfaatan dan Pengg#naansBagian Jalan

Setelah mencermati dcngan erius,ii kami dari Fraksi Gerindra
berpandangan : s :&

Keberadaan jalan mempakan in estasx daerah/ modal daerah dalam
penyelenggaraan pelayanan kepada asya&akat yang sangat dibutuhkan
dan berimplikasi pada peningkatan konami lokal di Provinsi Sumatera
Barat. Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan perlu disusun
dalam bentuk peraturan daera}“n agar k smambungan dan kelayakan
fungsi jalan di Provinsi Sumatera arati senantiasa dapat dzjaga dan
dipelihara s¢suai dengan amanat un| ang- undang nomor 22 tahun 2009
tentang lalu-lintas dan em.gkt.ltamJalaj\j ‘

Munculnva Ranperda dimaklsudkan agar pemanfaatan dan
nenggunaan bagian-bagian jalan, dapnt menjarnm pengamanan fungsi
jalan, menjamin kelancaran dan; keselamatan penggunaan jalan,
keamanan konstruksi jalan serta cstc‘hka a&au keindahan jalan,

Dan yang tak kalah pentingnya afdalah pcmanfaatan dan penggunaan
bagian jalan dari bangunan dan Jam{xgan ut111tas iklan, media informasi

vang melakukan aktifitas sehmgga engakibatkan rusaknya jalan dan
bagian-bagian jalan. [."



. 6
Dengan berbagai pertlmbamgan Frak51 Partai Gerindra rqenyataké.n
dapal menerima Ranperda Pemanf atan dan Penggunaan Bagian Jalan
untuk ditetapkan menjedi Peraturan Da rab Dengan harapan kepada
Saudara Gubernur untuk dapat egera mensosialisasikan Perda ini
nantinva kepada masyarakat luas cﬂan menyusun regulasi teknis dalam
bentuk Pergub. | ‘
o
Saudara Pimpinan, Gubernur dan Had:rin yang berbahagia

Demikianlah  penyampaian Penﬁapat AkhlI‘ Fraksi Partai Germdra
terhadap 3 (tiga) Ranperda tersebut. L ‘

i . - f
: . ,
Dengan kerendahan hati, kami juga menyampaikan permohonan maal
pada hadirin dalam sidang paripurna yang terhormat ini, jika adg salah kata
dan penvampaian kami, \ .

Tak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan itu adalah milik Allah
sermata. Semoga kita semua selalu diberikan Taufig dan Hidayah-Nya.

Wabillahitaufik wal hidayah, | | X

|
Wassalamualaikum Wr. Wb

Salam Indonesia Raya !!! f |

!
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua i
W Pt L
HIDAYAT), S.8 & T - ISM ANDI SOFYAN, SE

Anggota : ‘

1. Darmawi, BSc
Supardi
Sabrana, SE j r
Drs. H Syahiran MM |
Jasma Juni Dt. Gadang, SE
Sudarmi Saogo

oo PN
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PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
RANCANGAN Pﬁ@TURAN DAERAH

PERUSAHAAN

l;
PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN
Disampalkan Oleh : Prof. Dr E’rmaq Mawardi, Dipt. AIT

SUWATET A Uaiiing
W

\1

\YU

\4

Padang , 5 Agustus 2015 '

Assalamualaikum Wr Wb .

» Yth. Saudara Gubernur Provmsn Sﬂmatera‘ Barat yang diwakili Sdr.

Sekda

Yth. Saudara Ketua,Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi
Sumatera Barat

Yth.Saudara Anggcta Forum Koordihasi Pimpinan Daerah Sumatera
Barat, Ketua Pengadiian Tinggi Sumétera Barat dan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat }
Yth. Ketua BPK R Perwakilan Prpvinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, StaflAhli, F;Dara Asisten, Kepala Dinas,
Badan, Kantor, Sekretaris Dewan, Biro i:h Lingkungan Pemerintah
Daerah Sumatera Barat, : |

Yth. Saudara Pimpinan Partai Pohltuk P!mpman QOrganisasi Sosial
Kemasyarakatan, lepman BUMN an Pimp!nan BUMD Sumatera
Barat, dan Wartawan Media Cetdk Dan Eiek&ronlk beserta hadirin yang
berbahagia. ;



Pendapat Akhir Fraks! PAN i

S

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi ini s.|

Dan Syukur kehadirat Allah Swt, karenaéber at rahmat, hidayah dan kurnia-Nya
kita masih c¢iberikan kesehatan dan kékuat: n lahir dan bathin sehingga 'ipada
hari ini dapat melaksanakan sidang }pari:urna dalam rangka pengambilan

: !
pantasnyalah kita Panjatkan Puji

keputusan terhadap tiga Rapenda yangldltet'apkan.i

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi
Muhammad Saw yang telah memberikan aH'ph dan tuntunannya kepada umat
manusia. | " | |

Selanjutnya, kami menguycapkan teri:'ﬁwa kas,:ih kepada Pimpinan serta.
Anggota DPRD Sumbar dan Sdr. |Gu ernur;:yang telah memberikan
kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendépat Akhir Fraksi Partai

|
Amanat Nasiona!. i

Saudara Gubernur, Pimpinan dan anggo Dewan serta Undangan yang
kami hormati dan hadirin yang berbahagia|

Selanjutnya, saya sampaikan penddpat akhir Fraksi Partai Amanat
Nasional tentang tiga Rapenda yaitu Peny Ieng}?.araan Pelayanan Publik,
Tangguny Jawab Sosial dan Lingkuq'gani erusahaan serta Pemanfaatan
dan Penggunaan Bagian Jalan. 1 o :

|

i
b

| |
RANPERDA PENYELENGGAR'AAN ‘PELAYANAN PUBLIK, yang
dimaksudkan untuk memberikan;; Kepastjdn nukum ! dan kejelasan hubungan
antara masyarakat dengan penyelenggara publiki akan bisa mewujudkan

kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajlban dan kewenangan pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dan bisa mewujudkan sistem penye!eﬁggaraan pelayanan publik yang
baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang
baik. 1

Dan akan bisa pula memenuhi hak-hak| masyarakat dalam memperoleh
pelayanan publik yang baik dan sebagainya. ,

Ranperda kedua, Tanggung Jawq‘ S "Isial dan Lingkungan
Perusahaan akan bisa memberikan képasti 'n dan’ perlindungan hukum dan

t E
! i
| |
!
|



Pendapat Akhir Fraksi PAN J L [
|
bisa memberikan arahan terhadap. pelaksénaan program Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan Perusahaan, ]

|

Ranperda ketiga tentang Pem’anfﬂatan Jaan Penggunaan Bagian
Jalan,
bisa dijadikan sebagai pengamanan fung i jalan, menjamin keselamatan,
keamanan, kenyamanan, dan kelancaran penguna jalan ‘atau pengendak'a

Dan bisa pula unftuk memberikan kepastl n hukum terhadap pemberi izin,
rekomendasi dan dispensasi dalam pem!anfdatan dan penggunaan bagian jalan
sesuai kebutuhar dan kondisi khas daer h. Dan bisa pula untuk ménjadi
ketertiban dalam pemanfaatan dan pengg Jnaan Paglan jalan sebagai fungsi
jalan untuk kepentingan umum. I ¥ '

Meskipun ketiga Rapenda ini telah {jlbabdk beluri dalam tanda kutip, -
dalam rapat gabungan komisi yang dt]akslangkan hari Senin tanggal 3 Agustus
yang lalu dari pagi hingga sqre, namun 'kin telah 'dapat kita bawa ke sidang
paripurna yang terhorrmat ini untuk dlusulkan menjadl Perda Prov. Sumbar,,

1. Berdasarkan hasil konsu[ta_sn Rimpinan ‘Pansus Pemanfaatan dan
Penggunaan bagian Jalan ke lJakarta di informasikan bahwa
Ranperda ini adalah is the bestidiberikan pujian " Sangat Baik”,
diharapkan nantinya Propinsi lain bielajar ke Sumbar tentang ini.

Saiut dan pujian buat pimpinan & anggota Pansus ---> boleh kita
berikan tepuk tangan terima kasih.i

2. Dua Ranperda lainnya dalam Rapat Gapungan Komisi dikomentari *

Belum ada pasa! tentang Sanksi’ namun j<1ni telah sempurna.

3. Menurut  pandangan  saya pef'baikamperbaikan untuk
penyempurnaan Ranperda‘ ini, telah dilakukan dan layak untuk
diusulkan jadi PERDA. I |

| i | !
Saudara Gubernur, leplnan dan anggo a Dewan serta Undangan yang
kami hormati dan hadirin yang berbah glal i
Kami, sangat menyadari betapa p_erjalanan' panjang pembahasan
Rapenda ini, mulai dari pembahasan di pansus, pembahasan bersama SKPD

terkait, studi banding, pembahasan di gabungan komisi dan di fraksi cukup

3



Pendapat Akhir Fraksi PAN i
L i |
melelahkan. Yang dimaksudkan hianya dengan satu tujuan ' untuk
kesempurnaan dan memantapkan Rapendajni,

Karena itu pada kesempatan ini'kami Fraksi PAN berpendapat untuk
menerima dan menyetujui keliga Banp!erda ini untuk disahkan menjadi
Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat. |

Karena ketiga Ranperda Ini telah ditu'mggu éleh masyarakat maka untuk
penerapannya perlu Peraturan Gube:rnur. lTentu Bapak / lbu / Sdr. dan kita

semua, ingin Peraturan Gubernur nya dapat diterbitkan dalam waktu yang tidak

|
I

terlaiu tama. Dan tidak bertahun-tahun.
Baiklah, sebelum mengakhiri Pendapaf Akhir EFraksi ini, izinkan kami Sdr
Ketua menyampaikan keluhan kami kepada 8dr. Gubernur yang diwakili Sekda.
Saya awali dengan nasehat seorang profesoir kepada mantan mahasiswanya,
Suatu ketika, sebuah grup alumni mahasiswa yang beberapa tahun telah
meninggalkan bangku perkuliahan daf\ y%ng rata-rata sudah mendapatkan
kesuksesan, jabatan, kemapanan finansiql. dan status sosial yang tinggi
mengunjungi profesor, dosen mereka di Universitas untuk ber reuni dan
berkonsultasi. ! ..
Pada saat itu mereka saling b‘ercerita keadaan mereka satu dengan
yang lainnya. Segera saja cerita berkisar “|$oal stress dalam pekerjaan, dan
kehidupan rumah tangga mereka, | | |

!
Sejenak, profesor pergi Lmenéhiléng. Dan !kembali dengan membawa

secerek besar air kopi. Beserté sejumldh angkir zyang terbuat dari porselen,
plastik, gelas dan kristal. Beberapa dang(lir-cangkir itu tampak mahal dan
beberapa sangat indah. Dan sebagian lagi tampak murah dan dapat ditemukan
di rumah-rumah yang sangat miskin,

Lalu profesor berkata kepada mantarj mahasiswanya,"Silahkan masing-
masing diantara kalian menyangkan kopﬁinyaisendiri-sendiri."

Ketika tiap crang sudah mendapatkan kopinya masing-masing, lalu
profesor berkata: R

Coba kalian perhatikan, semua caqgkir-qangkir yang tampak mahal
|

dan indah telah kalian pilih, | }
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Kini tinggallah cangkir-cangkiri p?los den tampak murah. Memang,
lumrah, bahwa kalian memilih hanya yar?g ‘erbaikuntuk diri sendiri. Nah. Di
situlah sumber masalah dan stress kalian. Spdarlali. Bahwa cangkir-cangkir itu
tidak dapat meningkatkan kualitas kopinya. Ean kalian tertlpu dengan cangkir
yang mewah dan mahal. %

Apa yang sesungguhnya, yang kalign inginkan adalah kopi, bukan
cangkirnya. : L
Tapi kalian berebut mendapatkan cangkir terbaik. Dan kalian saling lirik
cangkir yang didapat satu sama lain. |

Kini coba renungkan;

Kehidupan ini adalah ibarat kepi. | '

Jabatan, harta dan status sosial pada %asarn?g seperti cangkir.

Yang hanya merupakan sarana é{:an'alat untuk mencapai tujuan hidup.

Kopi tetap menjadi kopi dan tidak akan berubah.

Kadang-kadang dengan hanya ‘terpuéat 'pada carigkir, kita lupa menikmati
kopinya. Nikmatilah, aroma sedap kopmya. |

Bukan cangkirnya.
Orang paling bahagia bukanlah yang nf'nemiliki segala sesuatu yang
TERBAIK, Melainkan mereka yang hanya meiakukan yang TERBAIK atas
segala sesuatu yang dapat mereka usahakén.

Pedulilah dengan sesama. |

Bicaralah dengan ramah.

Bersyukurlah terhadap nikmat Allah.

ltulah nasihat profesor kepada ma!tntammahaﬁlswanya

Sekda yang mewakili Gubernur., izinkan kaml menyampaikan suarza hati

anggota dewan dan bermohon.
Pedulilah terhadao rakyat kecil Lyar\g berada|d| pedesaan, di lembah-
lembah dan di pegunungan dimana- mana|d|Sumbar Santunilah mereka.
Lakukaniah yang terbaik.
Bangunlah jaringan irigasi. Parbai#éilah jalan Iihgkung dan jalan produksi
pertanian dan sebagainya. '
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Dananya ada Rp. 129 Milyar padé pokok-pokok pikiran anggota dewan,
Maaf Bapak Sekda. Jika dana ini tidak dicairkan akan menjadi SILPA

yang cukup besar tahun berikutnya.

Dan akan menjadi temuan dan akan t%erdampak kurang elok.

Bapak Sekda Yth. | :

Menurut Peraturan Menteri KUA ErPAS ‘bulan Juni notanya tidak
disampaikan ke DPRD. Paling la'mba;t akhit' Juli Fiancangan KUA-PPAS telah
disepakati antara Gubernur dan DPRD Kini, telah Bulan Agustus Pak,
jangankan ditanca tangani Notd saja belum disam&paikan. Ini tugas konstitusi
yang harus ditaksanakan, ini menyangkult hayat hiduip hajat orang banyak.
Pedulilah Pak Sekda | '
Bpk/ Ibu, mari kita beri tepuk tangan, agar Pak Sekda kita bersemangat.

Bpk/ibu/Sdr sekalian. Mari kita berdo' a

Wahai Allah, Engkaulah yang me‘npuqya| segala puji sepenuh Ianglt dan

bumi, dan sepenuh apa diantara keduanya; dan sepenuh apa yang Engkau
kehendaki, ' 1 ‘

Wahai Allah Engkay lah penoang cami, Dan dengan Engkau kami
berdaya upaya. l

Ya Allah, sesungguhnya Engkap Tuhén yang selalu memberi kebalkan,
Sangat Pemurah dan Maha Mulia, l

Gerakkanlah hati Bpk Sekda kami agar p'eduli terhadap masyarakat
kil 1 3 E
Demikianlah. Mohon maaf, jika ada yang salah dan janggal.
Wakitlahit taufiq wal hidayah
Wasalam.
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FRAKSI PART
DEWAN PERWAKILAN
PROVINSI SUMATE

Alamat : Ji. Khatib Sulai

Fraksi Partai NasDem DPRD P ovmsl Sumatera Barat
Terhadap 3 (Tiga) ] anperda :

. Ranperda Penyelenggaraan Pelayaan Publik
2 Ranperda Tanggung Jawab Sosial ddn Lingkungan Perusahaan
3. Ranperda Pemanfaatan dan Penggur#aan B‘d!agian Jalan

i [
‘ b
Disampeikan pada Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat tanggal 05 Agustus 2015

!

o)

_/’,y‘t ry) _\/ o [d ;
A A O v |

Yang Kami Hormati : ’ : !
Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat |
Yth. Sdr. Forkopimda, Ketua Pengadllan Tlpgg1 dan Pengadllan Tinggi Agama
Sumatera Barat
Yth. Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Prov1ns1 Sumatera Barat,

Yth. Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Proylnm Sumé.tera Barat

Yth. Sdr. Kepala Ombusdman Perwakilan Prqvinsi Surnatera Barat.

Yth. 8dr. Pimpinan PT Bank Nagari dan Plrnpman BUMD

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Kepala Badan, Dinas, Kantor dan

Lembaga Provinsi Sumatera Barat.




|
|-

Yth. Sdr. Pimpinan Parpol , Organisasi kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Para
Wartawan dan Hadirin yang Berbahagiai. |

Alhamdulillah Hirabbil’alamin wassalatu wassala mu’ala asrafilambia
iwal mursalin wa’ala alihi waashabilli rasulillahi ajmain, ashadualla
illahaillallah waashaduanna Muhammadéh Abduhu Warasulluh

laanabiaba’da Allahuma Sali’ala sayxdma Muhammad Wa ‘ala ali sayidina
il
Muhammad. |

Puji Syukur marilah sema-sama Kita pturkan kepada Allah SWT, karena

berkat ridha dan karunia-Nya kita mas't'l diberi rjlkmat kesehatan dan{ kekuatan

- l
ari fini. J |

untuk dapat menghadiri Rapat Pa.ripumal |

Selanjutnya salawat beriring salam tidak lqpa pula kita kmmkan bagi
junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, #mg telah mengangkat derjat
manusia menjadi insan kamil dimuka{burﬁi ini,i?da.n kehadiran beliau sebagai

pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Melalui kesempatan yang berbahagia, ini izinkanlah kami menyampaikan
ucapan terimakasih kepada Saudara PLrnp1 an Sldang yang telah memberikan
kesempatan kepada kami untuk menyampaikan ig’endapat Akhir Fraksi Partai
NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat erhadap Tiga Rancangan Peraturan
Daerah : Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelay:anan Publik, Ranpergla tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan |Perusthaan, dan Ranperda tentang
Pemanfaatan dan Penggunean Bagian Jalan, |

t : 1

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati
Fraksi Partai NasDem memberikan apr es1a31!yang sebesar-besarnya kepada
seluruh Tim Pansus yang telah melakukan p«=mbaHasa.n terhadap Tiga Rancangan

Peraturan Daerah : Ranperda tentang PQnyelenggaraz?n Pelayanan Publik, Ranperda




v
I
1

tentang Tanggung Jawab Sosial dan ﬂ,ingku:ogax"li Perusahaan, dan Ranperda

tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Baéian

Jalan! Sejak tanggal 18 Mei sampai

03 Agustus 2015 semoga kerja keras térsebut akén menjadi amal shaleh serta

memberikan kemaslahatan bagi kemajuanimaé

|
arakat Sumatera Barat,

1. Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Prblik |
Pelayanan publik oleh buokras1 mer pakaﬂ salah satu perwujudan dari

fungsi aparatur negara sebagai abdi masyar

Peleyanan tersebut diberikan untuk me‘

kat, ciisampmg sebagai abdi negara.
enuﬁx hak masyarakat, baik itu

merupakan layanan civil maupun layanan| pubhk Artinya kegiatan pelayanan

pada dasarnya menyangkut pemnenuhan syatu hek. ;

Salah satu faktor penenty tingkat keb rhasil\’a?n dalam penyelenggaraan tata

kelola pemerintahan adalah terciptaf}ya kepu jan bagi masyarekat dalam .

menerima pelayanan yang diberikan

leh ﬁemerintah. Penyelenggaraan

pelayanan publik dapat menjadi lokomotif dalam upaya perubahar} menuju

pemerintahan yang baik untuk terciptaniya ;jelayarlan prima.

Tujuan dilakukannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerzh Provinsi
; .

Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Pg:laya.nfgn Publik adalah :

a. Mewujudkan kepastian tentang hak, té;nggungiawab, kewajiban dan

kewenangan pihak yang terka1t dengafn penyelenggaraan pelayanan
I

publik.

'
!
Il

b. Mewujudkan sistem penyelehggatlan pelli iyanan publik yang baik sesuai

dengan asas-asas umum penyejefn

yang baik dan I

emperoleh pelayanan publik

a.raaq emerintahan yang baik.
c. Terpenuhinya hak-hak masyarakat dalem’ ;‘.

d. Mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam menigkatkan

kualitas pelayanan publik.
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Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur d¢an hadirin yang kami hormati

Selama ini masyarakat masih merasa kura.ngJ dengan pelayanan publik yang
ada di pemerintahan khususnya di Sumatera Barat. Oleh kerena itu pemerintah
harus tegas dalam memberikan . sangk’si te}hadap petugas yang tidak
melaksanakan pelayanan publik dengan balk, seperti gubernur langsung
mencopot jabatan dan memindahkan petu as tersebut pada tempat lain (sangsi
yang nyata), agar menimbulkan kepast1an p|elayan{an yang baik.

Setelah kami lihat hasil dari laporan [pelaksanaan pembahasan rancangan
peraturan daerah terkait dengan penyeieng araan’ pelayanan publik méka dapat
kami simpulkan bahwa tim telah melafkukan perﬁbahasan mulai dari konsultasi
awal, rapat-rapat kerja pembahasan, stludi i:andiﬁ’g, konsultasi akhir serta rapat |
finalisasi dalam rangka memperoleh masukan, pendapat dan sumbang saran.

Fraksi Partai NasDem setujy dengan pembaHasan yang telah dilakukan oleh
tim Pansus Penyelenggaraan Pelayanan Publlk yaltu

a. Setiap SKPD penyelenggaraan: Pelayanan Pubhk harus mempunyai SOP

kegiatan, : { li

b. Evaluasi pelaksanaan Pelayanan d1]£akuka.H maksmal sekali tiga bulan.

¢. Menyediakan kota.k Indek ’KepuLsan Masyarakat  disetiap
penyelenggaraan Pelayanan Pubhk.;

d. Perlu menyiapkan peraturan quBemur; untuk pelaksanaan- PERDA
tentang Penyelenggaraan Pelavanan Publik. | |

e. Perlu dilakukan sosialisasi ke Kabupaten dan Kota untuk menyamakan
persepsi, pemahaman dan ?Impleir'nentasi PERDA tentang
Penyelenggaraan Pelayanan P'ﬁblik; sehiqgga pelayanan yang dilakukan
sesuai dengan Pera*uran daerh ‘!‘yang :Bibuat oleh Provinsi, dapat

menjamin kepastian hu.kum c#an terpen ‘ iya hak-hak dari masyarakat.
1‘ ;

|
|
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f. diminta Pemerintah Provinsi Sumatera IBarat dan pihak terkait, agar

mengimplementasikan Perda ini se¢ara bé,lk dan benar.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernl:d n ha mn yang kami hormatl

Maka Fraksi Partai NasDem sgngat men ukung Rancangan Peraturan:

Daerah tentang Penyelenggaraan Pelay_ an Pubh.k dapat disahkan menjadi
| !
Peraturan Daerah Provinsi Sumateran Bara tenta.ng Penyelenggaraan Pelayanan

Publik.

. Ranperda Tanggungjawab Sosial dan Li%gkuni'gan Perusahaan

Setiap perusahaan selaku subjek hukum mer'rfpunyai tanggung jawab sosial
dan lingkungan sesuai dénga,n Ketentyan Pasa1i88 Undang-Undang No. 19
Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negarfa; mengamanatkan penyisihan
dan penggunaan laba BUMN untuk keperluan pieimbinaan usaha kecil/koperasi
dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, |Pasal j.74 Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan Pefaturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas

mengamanatkan kepada perusahaan wajib melaksanakan Tanggung jawab Sosial

dan Lingkungan (TJSL) dengan mengal kasxkfm dana yang diperhitungkan

sebagali biaya perusahaan. o
Ketentuan peraturan perundang-undangan ifefsebut menegaskan bahwa
pada dasarnya setiap Perusahaan harus m laksanal(an Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan sebagai wu_]ud keg1ata.‘n emanhsxaan Pengaturan Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusa.haa.n ertujuan mewujudkan pembangunan

ekonomi berkelanjutan guna memgkaéka.n kualitas kehldupan dan lingkungan
yang bermanfaat bagi komunitas seternprat dan masyarakat pada umumnya

maupun Perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perusahaan
] .



yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan i
masyarakat setempat.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan

dan tujuan dalam penyususan Ranperda;ihi

1. Maksud

pembahasan, studi banding, konsultasi akhi

memperoleh masukan, pendapat dan sumbar

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkus

Peraturan Daerah Provinsi Sumateran Barat

»
!
;' I

ngkungan, nilai, norma, dan budaya
g
|

hadirin yang kami hormati

Dalam laporan yang telah disampaik

a. Memberi kepastian dan perfindu
program TJSLP di Daerah dan

b. Memberi arahan pelaksanaan p
efisien, terintegrasi, berkeletszuta

pembangunan daera: i

2. Tuuan

i
a. Terwujudnya kepastian dan per]
dalam pelaksanaan TISLP s"eiéarah

1

oleh Tim Pansus terdapat maksud

|
|
|
|
hukum terhadap pelaksanaan

g

altu :
|

b
i
b
b

rograngll TISLP agar lebilw* efektif,

n dan' bersinergi dengan program
I
i

n

indunﬁan hukum bagi Perusahaan

terpadll gan berdaya guna.

Terwuyjudnya sinergitas, sjingkronisasi}ldan penigkatan kerja sama

antara Pemerintah wDaerEiih: ;'o rsamd | dengan perusahaan, dan

terpenuhinya penyelenggm'aah} TISLP dp.lam suatu koordinasi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. i ‘

Setelah kami bahas laporan pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan

daerah terkait dengan TJSLP maka dapaﬂL

Wizl Fraksi Partai NasDem menhyara

kami simpulkan bahwa tim telah

melakukan pembahasan mulai dari kénsultaSi awal, rapat-rapat kerja

r serta rapat finalisasi dalam rangka

g sararl,

nkan {Ra.ncangan Peraturan Daerah
1gan Perusahan tidak perly dijadikan

Ka.re'na fungsi dan tanggung jawab
]
1
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pemerintah hanya sebagai koordmator ke%
Gubernur ke Menteri BUMN tentang hal ters

. Ranperda Pemanfaatan dan Penggunéan ]

Jalan sebagai salah satu prasarana tran

kahidupan masyarakat —mempunyal p

Bagiaﬁ Jalat;

eranan penting  dalam

X
I
I

jatan .‘Slehing:ga cukup dibuat surat
ebut, |

spoﬂa{éi yang merupakan urat nadi

' usaha

meagembangkan kehidupan berbangsa dan tTemeg?:a. Dalam kerangka tersebut,

jalan mempunyai peranan untuk mewujud
pemerataan pembangunan dan hasﬂl—hasﬂ
perwujudan keadilan sosial bagi Selunih '@raky

Jalan sebagai bagian sistem;transpoﬁam
peranan penting terutama dalam rric;nd
lingkungan, politik, serta pertahanian dan kea;

Kedudukan jaringan jalan sebagai siste:

mengikat semua pusat kegiatan sehingga p

{kan s%saran pembangunan seperti
nya, pertumbuhan ekonomi, dan
tIndodes:a

Nas1o?al atau Provinsi mempunyai

ukung!' ekonomi, sosial budaya,
manari,

m transportasi menghubungkan dan

engerﬁbangan jaringan jalan tidak

dapat dipisahkan dari upaya pengembangan berbagi:»ii transportasi secara terpadu,

baik transportasi darat, layt maupun udara,
Begitu sangat penting peranan jalan

sehingga perlu dijaga kelestarian da.n kel

sering terjadi pemnfaatan dan penggqnaa.n

mengakibatkan kerusakan jalan dan

terganggunya pelayanan terhadap masya.raka

pagian

bagi lalu lintas angkutan darat,

angsun'gan fungsinya. Dewasa ini
{

jalan vang tidak tertib yang
" Jalu lintas

emace sehingga

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadmn yang kami hormati

Selama ini banyak penyalghgunaan bagian Jalan oleh masyarakat Sumatera

Barat, seperti melakukan kegiatan jual beli
sama bahkan sebagian menjadi pasar yang tw

jalan, dan bahkan dijadikan tempat pes

baik perorangan maupun bersama-
f

mpah ke jalan, dan parkir di pinggir
ta pada hari-hari tertentu yang



L |

menyebabkan masyarakat tidak bisa menikmati perjalanan dengan aman dan

lancar, Dengan adanya Perda Pcman:faata'l dan“Penggunaan Bagian Jalan ini
dapat meminimalisir pelanggarm-pelmgg#an yang dilakukan oleh masyarakat
atau pun oleh pemerintah itu sendm
Sebagian ada jalan yang terganggu leh keglatan masyarakat yang tidak
kewenagan provinsi namun mengganggu k la.nca.ljan transportasi dan Ialu lintas
yang kadang pada hari besar menjadppen ebabgkemacetan yang panjang dan
lama seperti jalan di Pasar Koto Baru Kabupaten Tanah Datar, jalan di Bandar
Buat dan jalan di Lubuk Buaya Kota Padang, dan pasar sepanjang jalgn Pesisir
Selatan. Walaupun jalan-jalan tersebut merupakan wewenang Pemerintah Pusat
namun pengaturan masyarakat yang mel an kegiatan bisnis tersebut perlu
ditertibkan dengan berkoordinasi dengé.n Pemerintah Kabupaten dan Kota,
Diminta kepada pemerintah untuk mlmberijkan sangsi yang tegas kepada
pelanggar dan menertibkan kios-kjos yé.ng : er:atclfs.i di bagian jalan tanpa pandang
bulu. Agar terciptanya suasana yang F.man agi masyarakat pengguna jalan dan
menimbulkan effek jera. ‘ | } .

Fraksi Partai NasDem menyarankan kepada . Igemenntah Provinsi Sumatera
Barat untuk : i |

a. Segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Pelaksanaannya yaitu'
Peraturan Gubernur sehingga perda ini dapat diimplementasikan dan
diaplikasikan. \

b. Agar segera mengunplementaslkein dan mengaplikasikan perda ini
sehingga hasil dan sasaran yang 1.‘ gin dicapai dalam rangka penataan
dan penertiban jalan di Prpvm_1 Sumatera Barat kedepan dapat
memenuhi harapan kita bersama | ;

ate}'a Barat segera melakukan
da Stake Holder dan instansi terkait
; :
1 |

¢. Diminta Pemerintah Provinsi S

sosialisasi Peraturan Daerah ini kep




i

| 3
untuk dapat dipedomani dan jdi!alcsana.l%n sesuai dengan muatan dan
substansi dari Peraturan Daerah tentang' Pemenfaatan dan Penggunaan
Bagian Jalan, 1 |
d. Agar segera disosialisasikan Peraturan baera}f ini kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota sehingga nant%i dapat me!n_‘jadi acuan dan payung hukum
serta pedoman dalam meneta'i)kag_ Perai't!uan Daerah yang samna pada’

Masing-masing Kabupaten/Kota. ' |

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur !dan ixadirih yang kami hormati

Dengan mengucapkan Bismillla.hirrah::n irra.hi?r'p, kami Fraksi Partai NasDem
dengan ini dapat menyetujui RéncangahEP raturezﬁ‘é Daerah tentang : Ranperda
Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Ranperda Fl?emanfaatan dan Penggunaan

Ragian Jalan. Dijadikan sebagai sebuah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat,

Dan Fraksi Partai NasDem menolak Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan diajdikan sebagai sebuah Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Barat,




Demikianlah Pendapat Akhir dari Frg

Sumatera Barat yang dapat kami sampaikan inl
yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak ds

dan kepada Allah jua kita mohon ampun:
i

Wabillahi Taufig Wal Hidayah

L3 ‘“’\}// ,ﬂ:

i

C
o
ig‘ |

Fraksi Phrtal )

{

ksi P@JTai NasDem DPRD Provinsi

alam iRapat Peripurna ini, jika ada hal

Ibu,ibu sekalian, kami mohon maaf

Padang, /O\i:j/usrus 2015

Evel Murfi Saifoel, ST
Juru Bicara

~IasD

Dewan Perwakilah Rakyat Daerah
Provinsi Sulnfgatera Bal}at

Frak

Dowan lepln

Py 7N \V

Dr. Risnaldi, S.Ag.. M

Ketua

Provingi Sum

Barat

Murdani, S.E.. M.M

Sekretaris




FRAKSI PARTAI KIADLI.AN SEJAHTERA
L (FRAKSI PKS)

DEWAN PERWAKILAN RA AT DAERAH
PROVINSI SUMA’I’ERA ARAT

i qu';;,
y

PENDAPAT AKI-IIJB
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT

|

TENTAI\ G @a

A. Ranperda Tentang Penyelenggaraan. Pelayﬁnan Pubhk g !

B. Ranperda Tentang tanggung Ja vab ccusmd tian Lingkungan Perusahaan.

L

C. Ranperda Tentang Pemanfaatan ;daniPengTunaan Bagian Jalan.

Bismilahirrahmanireahim, I |
|

. |
Assalamn‘alaitenm Warabmatiliahi Wabarakatuh., 1

Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Prof)insi Sumatera Barat

Yth. Saudara-saudara anggota Forum l(timuniikasi pimpinan daerah Serta
Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth. Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat

Yth. Saudara Sckretaris Daerah, Staf:Ahl.. Gubernur, Kepala Dinas, Badan,
Kantor,Pimpinan BUMN Dan BtJMﬂ), Pirﬁpinan Ormas, Partai5 Politik,
LSM, wartawan dan seluruh haditin yang bj";bahagia.




Segala puji bagt Allah Agza wa Jala, y'mg

kepada kita sckalian, schingga pada saat ini kita

relah melimpahkan rahmat dan nikmat

bisa menghadiri acara Paripurna ini.

Shebarar serta salam semoga senantiasa tercurah kepada wswah lasanab kita Nabi

Mubanunad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang seda mengikud sunnazhnya

sampai hari alchir. .~Lwin.,

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikar*'kepada Pimpinan sidang yang

‘ i
telah memben kesemparan kepada kamy atas

nﬂm‘flz Fraksi PKS DPRD Propins

Sumatern Barat untuk  menyampaikan Pendapat  Alkhir Fraksi terhadap rancangan

peratran dacrah tenang

1.

P

Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pelé@anan Publik.
\

[*-PICS secara prinsip sangat setujuh ¢
adn bheberapa catatan
a. Scjalan dengan telah dilahirkann
undangan yang berhubungan g
pertanggung jawaban yang tir;aggz

[

sepert UU tentang Kererbukhan

! . o .
lengan kehadiran perda ini, hanya saja
g 2 ya sa
ya beberapa peraturan perundang -

engani pentingnya trﬂnqu_'xransi dan

dalami penyeﬂenggqman pemerintahan,

E
Inforrqaqi Publik berserta turunanny'u,

, : |
maka kehadiran Peraturan Daera
' |

Publik menjadi salah satu perangk
, |
mengefekdfkan pelayanan pemeri

. PKS menyarankan, hend?ilcnya ada m

tent,ang penyclenggaraan Pelayanan

at yang mencoba menjelaskan dan

tah cjéerah kepada masyarakat. Maka
|

(AniSme pengawasan yang terus

menerus terhadap penyel englgar"mn pelaygnan public.

b. Rancangan Perda ini sangat b'ul-:

1y masih membutuhkan beberapa

namu
. f o membnan sy
klausul vang menegaskan tcrhadap pentngnya sanksi kepada para pihak

rerkaie yang dengan sengaja ddak

berdampak menjadikan pelayanan

menjalankan tugas kewajibanya  vang

public tidak berjalan efektf. Karena

1
]



I |
K ]’ | |
]
i 1 | '
F.PKS masih melihat ada pasal dan a)J,at yang menegaskan tentang
. ! . | oo .
kewajiban namun tdak di ikuti dengan'iklausul sanksi jika kewajiban

tersebur tidak dilaksanankan. I

c. Rancangan perda ini akan sangat efektf kalau sudah tegas dan berani
menctapkan tentang standar pelayanan ;q!'dnimal (SPM) masing-masing
institusi pelayanan public secara tr asparbjn dan terbuka. Karena hal ini
akan  memudahkan  untuk melakukan  evaluasi terhadap  kinerja
lembaga/instansi termasuk evaluasi dari masyarakat sebagal obyek atau
pihak vang mempunyat hak mendaiﬂt pelayanan,

d. Pelavanan pada hakikatnya adalah ]]'engaBdian, maka tidak culul.lp dengan
pembentukan Perda tentang Penyel nggar'gan Pelayanan Publik, fnaka ada;;
tugas berikutnya yaitu bagaimana rherubah mind set ASN dan perangkat
pelavan public lainya bahwa di balik?rpelayanan tersebut menuntut
pengabdian vang dnggl bukan hintuk mendapatkan imbalan materi
ataupun kontribuysi atau bahkan rCtlibusi. .

e. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakalt tentang hak-hak mereka dalam
pelavanan  public  sehingga  ada keiberanian masvarakat  untuk

! memperjuangnkan  haknya  apabia dﬂh%&m pelayanan  mereka tdak

mendapatkan layanan yang smestinya,

|
' .

2. Ranperda Tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan. )

e

F-PKS secara prinsip sangat mendukung dan setuju dengan kehadiran
s . s | K : o
perda ini. Karena bila perda ini bisa berjalan secara maksimal dan efekdf akan
! i
: memberikan kontribusi kepada propinsi Jumbar, antara lain sebagai berkut:

) 1




e m T .-

a.

d.

Jumlah dana TJSLP juga akan 3

Meningkatnya  Partisipasi  berba
berakrifitas dan bekerja di propin
untuk  membantu  pembangunar
mengamanahkan dibentuiknya ;Fon
perusahaan milik negara, swasﬁa, )
yang berstatus pusat, cabang fAtau;

Sumbar. Sebelumnya hanya beber:

unit peJlaksana yang berkedydukan di

gai H':L,rusahaan yang berdomusili,

81 Surjﬁbar, dan akan lebih maksimal
n di . Sumbar, Iarena perda ini
M T_ISLP yang beranggotaHan seluruh

ilik asifﬂg atau milik pemerintah daerah
!

ipa pefusahaan (BUMN dan BUMD)

saia yang ikut serra dalam forgb d%}n mela!ksanakan program T]SLP.

mayoritas perusahaan bergabung d

emakin meningkat bila seluruh atau

alam berkoordinasi dalam pelaksanaan

TJSLP nya. Dalam beberapa tahug terakhir dana TJSLP di sumbar lebih

dari 30 Milyar rupiah. Tru hanya
BUND saja, |

o

aersurﬁber dari beberapa BUMN dan

t i

Dengan perda ini masyarakat

akan mendapatkan  keadilan  dan

pemerataan dalam pelaksanaan prcﬁgmm TISLP. Tidak lagi menumpuk di

satu daerah saja.

Akan  menopang program' peémerintah propinsi Sumbar dalam

mengenraskan  kemiskinan .dan
|

sumbar.

k .
1 . s .
menurunkan angka kemiskinan di

Pada kesemparan ind, F-PKS juga memberikan beberapa catatan:

Terkair im koordinasi pelaksanaan progtam TJSLIP vang beranggotakan

i |
SKPD reckair, hendaknya tidak dibiayai khusus dalam anggaran, akan

tetapt dart anggaran yang melekat pada SIKPD rersebur.




b
|

Perlunya  disepakat  ataupun dibentuk pola koordinasi dan pola

i~

- .
hubungan antara Forum TJSLP |dengan Tim Koordinasi pelaksanaan

T)S1P, agar koordinasi dapat dijalénknn éengan baik dan efekuif.

3. Sanksi yang diterapkan dalam perci't ini aiharqplcqn dapat berjalan secara
tegas agar TJSLP beml-betul betjalhm mz{kqu'nal

4. Bila perda ini di sahkan, diharapkan pg:{wﬁcr1ntnh propinsi dapat secara

maksimal mensosialisasikannya lclspﬂda‘éeluruh perusahaan dan pihak
|
‘ !

terkait serta masyarakat luas, ‘

|
| 1 .
Ranperda Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jaian.
| I
: i f | !
Fraksi PKS DPRD Prov. Sumatefa Bar it memberikan apresiasi kepada

pimpinan dan anggota PansusrRanberda5Pemanfaatan dan penggunaan

bagian jalan yang telah sungguhisunéguh rrTelelakukan pembahasan terhadap
Ranperda ini sehingga pada han 1riu qampallqh kita pada pengambilan
kepurusan, Semoga pengorbanamlB'rpﬂk dim Ibu dibalasi Allah sebagai

pahala vang dapat rnember'\tk'\n{c n bmbm%an qrml kebaikkan dz akhirat

kelak., ] H
I i

Melithat kondisi jalan di ?SLuﬁatera;Bﬂrat, kami meiiha:T berbagas
permasalaban dalam pemanfaatan jalan, Diantara permasalahan yang
ditemukan dilapangan adalah, ter}'ldmy'l kemacetan akibat digunakannya
badan jalan sebagai tempat menjual !ymng d'lgang'm di heberapa titik pasar,
penggunaan badan jalan sebagai areal park::r, banvak papan reklame vang

menghalangt jarak pandang pengendara yang bisa menyebabkan kecelakaan.



to

Permasalahan lainnya adalah, kurang b

|
badan jalan sebagai sarana udlitas, febagai contoh

kemudian dibongkar lagi untuk kepen

o
rsinetginya pihak yang menggunakan
jalan baru dibangun

tingan lain sepert penenaman kabel

N ' v ‘ . ‘ ' . v [ ! .
telpon, saluran air dan lain-lain, akan tetapi ketka perbaikkan tidak dibangun

seprti stundar semula.

3 1
Flambatan lain yang kita temukan di‘jalan adalah ketika masyarakat

! L ' .
melakukan penutupan badan jalan unfuk kegiatan scpert pesta perkawinan

dan kegiaran keramaian lainnya., Ya

? . i
g bisa membuar kemacetan, hal

sangal mengganggu apabila terjadi pada momien-moemen pentng tertentu,

I'raksi PKS menilai, Jangkah pcn%prov Sumartera Barat untuk membuat

Perda terkatt dengan aturan pema

merupakan suatu kebutuhan yang nya

pemanfaatan bagian jalan, Sebelum F:

terhadap Ranperda in

hfaatan jalan ini sudah tepat dan
!
ka dalz{m pengaturan penggunaan dan

PKS llmeny,_ampaikan pendapat akhir

ini ada beberdpﬂ SaIan Rty pendapat yang mudah-

mudahan bermanfaat unruk penyempu.rman rfmperda yang ditnaksud:

Karena Perda ini hanya mengatut pada jalan yang bersatatus jalan: Provinsi!

saja, sementara persoalan di lﬂpqngfm
|
maka kami mengharapkan agar pexc
kabupaten di seluruh provinsi:‘S'un'
pemeriintah daerah maupun DPRD s¢

pentingnya perda penggunaan dan
|
|

Untuk lebih efelktifnya pelaksan{aan

juga ‘xérdapar pada jalan Kab./Kota,

a <:e]¢n juga dibahas di kota dan

atera : Barat. Selanjutnya diharapkan
!

sCcara r

assif inensosialisasikan tentang

emianfaatan bagian jalan ini,

perda | ini kami mengharapikan agaq

SKPD

Perhubungan dan Satpol PP rermasy

koordinasi antar

tekhnis yaitu Dinas Prasajal Tarkim, Dinas

k SKPD linnya, dilaksanakan secara

i



| T
|

! 1 |
efekdf dan berkala, karns tanpanya koprdinasi yang baik kami yakin!Perda ini

sulit dilaksanakan di lapangan f : 1
b | ;

Berdasarkan rapat Pansus dengan Organda Provinsi Sumatera Barat ; Kami

LI

mendapar masukkan bahwa salah satu kendala di jalan adalah rerbatasnya res

arca vang bisa dimanfatkan oleh lTenderaan besar untuk istirahat dan
|

memperbaiki kendaraan apabila mengalami kerusakan. Dengan keterbatasan

res area ini mengakibatkan kendaraan tersébur memakai bahu jalan yang

mengakibatkan kemacetan yang cukup mengganggu kelancaran lalu linras,

untuk mengatasi persoalan tersebut perlu kita pemerintah daerah dan DPRD
' . v ! . 1'

untek memikirkan penyediaan res nrJEn baik dijalan nasional maupun jalan

provinst.Mengenar tekhnis nand  bisa didiskusikan antar komisi 4 DPRD
. )

Sumatera Baiat dengan Dinas tekhnig baiki Prasajal tarkim maupun Dinas

Perhubungan.

4 T-PKS juga meminta agar Dinas Pgasajal Tarkim segera mempersiapkan
peraturan Cubenur sebagai aturan tekhnis dari Perda ini, sehingga  dengan

cepatriva ch terbitkan Peraturan Gubenur tentu akan semakin cepat pula
perda ini dilaksanakan, ; |

i
|
i
i |

|
i

5. Terkair dengan sanksi dan pendisiflinan penerapan Perda ini setclah
disabkan perlu menjadi perhatian serius bagi Peinda rerutama pihak yang
terkait dengan penegakkan Perda, :\Far perda ini terasa manfaatnya bag

masvarpkat,

Gubernur, Pimpinan dan Anggpta DPRD serta hadirin yang saya

hormati ! ‘

: g
B
i

|
i




Demikianiah beberapa hal yang perly
pethatian bagi kita semua. Berpedoman dari ud

Akhirnya  dengan  Mengucapkan Bismillahi

menerima ke tga Ranperda ini untuk d1]ad1k'm
|

|
Billahisabilillhaq, Wassalar

l
A

[ .
20 Syay

Padang,

karni| semoga  menjadi

|
amndL
rrahmanirrahim - Fraksi PKS  dapar
Peranlaran Daerah

s'tmpaxlvm

atas, sebagai kesimpulan maka

1

\ i }
puala{kum W, Wh.

wal 144!.‘;6 H




PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI HANURA DPRD PROV.
SUMBAR y

TERHADAP|

RANCANGAN PERATURA'N DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTAN;G

1. Pelayanan Publik |
2. Tanggung  Jawab So%ial dan Lingkungan
Perusahaan

3. Pemanfaatan Dan Penggunaain Bagian Jalan

o

i

|

r |

Rabu, 5 Juli'2018

Dibacakan Qleh
TAUFIK HIDAYAT, SE
b



Bismf/lahhirahlmani
Assalamu’alaikum
|

Yang kami hormati

Sdr Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatéra Barat
|

Sdr Pimpinan dan semua Anggota DPRD |F’rovmsu Sumatera Barat

Sdr Forkopimda , Ketua Pengadilan nggl dan Pengadilan Tinggi
Agama Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Sekretaris Daerah dan segenaﬂ aJaran Eksekutif Pemda
Provinsi Sumatera Barat ‘

Rekan-Rekan Wartawan, Undangan|dan hadirin yang berbahggia
I !

Dengan segala kerendahan hati n‘Lanlah Kit ‘persembahkan puji dan

syukur ke hadirat Allah SWT, kar‘ena latas rahmat dan KaruniaNya,
hari ini kita hadir di gedung dewan ini dalam rangka penyampaikan
Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang :

: h
1. Pelayanan Publik |
2. Tanggung Jawab Sosial dan ngkungan Perusahaan
3. Pemanfaatan dan penggunaan baglan jalan !

Shalawat beriring salam, kita persernbah'ﬁan pada junjungarl kita
Napi besar Muhammad SAW, yang telah memberlkan petunjuk serta
bimbingan kepada umatnya dalam mengarungx! kehidupan di dunia dan
menghadapi kehidupan di akhirat hingga kita. menjadi makin taqwa.
Aflahumma Salli ‘Alla Sayyndma Muhammad,wWa ‘Alla Ali Sayyidina
Muhammad. o |




B
Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan Dewan dan Hadirin yang kami
Muliakan

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi Partai Hanura
mengucapkan terima kasih kepadapin}pinanlyang telah memberikan
kesempatan kepada kami untuk mfeny mpa Pi(an Pendapat akhir dari

P | '
|

Setelah kami membaca dan nn‘elm

Ranperda ini.

slajay] Laporan dari Pansus-

Pansus terhadap hasil pembahasarﬁ Ranperda ini, m‘aka kami dari Fraksi
Partai Hanura menyampaikan beberapa|hal yang kami anggap penting

dalam rangka pengambilan keputuéén terhaéap Ranperda dimaksud

antara lain sebagai perikut :

|

|. Pelayanan Publik |
|

1. Pada Prinsipnya kami menyetdjui Eranpe’rda ini disyahkan menjadi

perda dengan harapan perda ini| benar-benar dijalankan untuk

menciptakan pelayanan yang berkualitas:
| |
2. Pelayanan publik yang berkualitas !adalah pelayanan yang
dikehendaki rakyat. Kamj dari Fra;ksi PLrtai Hanura DPRD Prov.
Sumbar berkharap perda ini nantinya aplikatif dan benar-benar
dipedomani oleh setiap instansi penyelenggara pelayanan publik
dalam memberikan pelayanan kepr:;ida masyarakat.

3. Kelayakan dari pelayanan publik yang éiberikan selama ini belum

menyentuh kebutuhan masyarakat seutuhnya. Oleh karena itu
4

pembentukan dan penetapan perda Pelayanan Publik tidak boleh
bertentangan dengan semua peraturan perundang-undangan vang
terkait dengan pelayanan publik dan pengawasan pelayanan
puklik. |
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~ Fraksi Hanura menanggapi pen

. Pelayanan publik yang prim%af

tapa!n Ranperda Pelayanan
Publik merupakan keharusan untuk !diprlontaskan baik oleh
Pemprov maupun Kab/Kota dalamfrangﬂa menciptakan komitmen
mengawal percepatan reformasi| birokrasi dan peningkatan

pelayanan kepada masyarakai cHij SImateqa Barat.

i
arusfl menjadi roh birokrasi
pemerintah dalam menjalankan fu gsMungs: pelayanan kepada
masyarakat.

Dengan ditetapkannya Ranperda ni mignjadii perda sarana dan
prasarana ; | !
tempat pelayanan publik juga harus ditingkatkan.

. Pemprov harus menyemangatt Pemkab/ Pemko untuk mermbuat

turunan dari perda ini.

]

! !
Tanggung Jawab Sosial déﬁ Lingkungan Ferusahaan
‘ }

1. Perda ini ditujukan: kepada duma usaha untuk turut
berpartisipasi dan menunjukkan tanggungjawab secara nyata
dalam konteks pembangunan sosial, kKhususnya dalam bentuk
pengembangan kapasitas sosial-ekonqmi masyarakat

2. Pemprov harus benar-benar mampu menjembatani ‘antara
perusahaan dengan Iingkunganpya untuk mewujudkan ruang
usaha yang kondusif mengh_ilan‘gkan berbagai hambatan yang
mengganggu pertumbuhan dunia usaha dan menjaga
lingkungan dari tempat usaha ity )sendlrl |

3. Perusahaan harus peduli dan terlibat §|angsung dalam masalah -

ketersediaan infrastruktur lingkuhgan 'sekitarnya dalam rangka
meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan
dari aktivitas produksi terhadap asyéfrakat sekitar perusahaan
tersebut.

]
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4. Kami dari Fraksi Hanura DRRD LProv. Sumbar dengan
ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda, berharap Tanggung

jawab sosial yang dibebankan‘ikepa’da dun‘a usaha secara

langsung dengan

.

capaian

valitas standar pelayanan

perusahaan dapat dinikmati olethasyérakat.

. Perda ini harus disosialisasikan

kongkrit serta penegakan huku

gar nﬂ:iampu berdampak secara
1 yang terstruktur dan terukur.

Oleh Karena itu kami dari Fraksi Pgrtai Hanura DPRD Prov,
Sumbar meminta agar Pemefintah Pravinsi segera menyiapkan
perangkat kelembagaan besertajaparaturnya agar keberadaan
peraturan daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan

. Dengan ditetapkan Ranperda i

ini tidak hanya sekedar “di atas ks

Pemanfaatan dan penggunaa[n b

komitmen dan sinergitas serta

rtas” belaka.

:
algianI jalan

ni menjadi Perda diperlukan
koordinasi antara Pemprov

dengan Pemkab/Pemko dalam ;engirinplementasian Perda ini

agar dapat menciptakan fun
sebagaimana mestinya.

|
Harus ada keseriusan dalam '
Pemprov agar pelayananan raky
berjalan dengan baik dan lancar.

_ Perda ini dapat dijadikan sebaga

kab/kota dalam rangka membuat
penertiban jalan kab/kota. ‘

. Diharapkan Perda ini menjadi kekuatan hukum untuk peniguna

jalan jika bagian jalan digunakan

Si dgri bagian jalan yang

penérapan Perda ini oleh
at di bidang transportasi jalan
l |

i
Perd| Induk bagi pemerintah
regula' | tentang penataan dan

;
|

tidak semestinya oleh oknum-

oknum yang melanggar penggunaan bagian jalan.




4. Diharapkan Perda ini menjadr h
jalan jika bagian jalan dagmak:
cknum yang melanggar pe‘nggg

A

|
P

5. Perda ini harus segera dlséo
seluruh kab/kota agar

fun sn

i

kekuatan hukum untuk pengguna;

n tid’lk semestinya oleh pknum-‘
inaan bagian jalan.

|
i
|
y
sialisasikan oleh Pemprov ke

b$glan jalan benar-benar

berfungsikan sebagaimara m stmya dalam rangka penataan
dan penertiban jalan di Prov. STmear '

3dr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hahirin yang kami Muliakan

Menyikapi Ranperda Nagari dan

¢

m

kami dari Fraksi Hanura setuju den
pembahasan Ranperda tersebut. Ka
waktu pembahasan ini dapat mehgha
sebaik-baiknya. |

Pansus Permasalahan BUMD !

an penambahan waktu dalam

| berharap dengan mundurnya

silkani hasil kesepakatan yang

.
|
1
N
.
1

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan daanacldirin yang kami Muliakan

Demikian pendapat akhir | ini
mengucapkan Bismilahirohmanirréhin
dapat MENERIMA DAN MENYETUJ

ditetapkan.

Dengan disetujuinya Ranperda n"
menambah payung hukum dalam mé
sebagaimana yang diamanatkan ‘pa‘da

6l

kar}ni sampaikan, idengan

1, kami fraksi Partai HANURA

Ul Ranperda ini untuk;dapat:

i

lenjacLI Perda, berarti kita telah
=nJaIankan roda pemerintahan
undéng -undang dan sebagai

.!

'[ f




o |
upaya ‘e}ﬂsnensn pelayanan publik  dan

peningkatan percepatan pembangun

meningkatkan kualitas
an daerah serta mewujudkan
‘\

pemerintahan yang baik.

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan H dirin;yang kami Muliakan
Terakhir dalam penyampaianﬁpe dapa't' akhi? tentang 3 Fianperda
ini kami dari Fraksi Partai Hanura enghtmbau kepada pemermtahi
Daerah untuk segera memasukkan/m nyampalkan KUA PPAS tahun
2016 yang mana sesuai pada pera}tura dan
KUA-PPAS tersebut seharusnya sudgh di
pada bulan Juni dan sudah harus; dltan atangani kesepakatan dari KUA

perundangan yang berlaku
Lampalkan kepada DPRD

dan PPAS tersebut pada bulan Jul:', ,s mentdra samapai saat sekarang
ini yang sudah memasuki hulan Agmt s tanda-tanda akan dibahasnya
KUA PPAS 2016 belum juga’ te hhat.“ Terlambatnya Pemprov :
menyerahkan KUA-PPAS ke DPRD| juga akan berimplikasi pada
penyusunan | RKA SKPD dan RAPBD.
RKA tahun sebelumnya dan

keterlambatan waktu

Implikasinya, SKPD hanya menyalin
pagu

pembangunan. Kualitas pembahasan

merubah anggarannya tahpa menyesuaikan  prioritas

RAPBD buruk, dan penetapan

APBD akan tergesa-gesa tanpa memp rhatiﬁan prioritas pembangunan,

nilai keadilan, dan kepatutan..Untuk itjkamiimeminta kepada Pemprov
jangan mengorbankan kepentingan masya'.rakat banyak dikarenakan

kesibukan dan kepentingan kelompok n’laupu'n kepentingan pribadi.

Kiranya saran- saran yang kami
pedoman tambahan dan pertimbangas
masa yang akan datang. Mohon maaf

terdapat kekeliruan atau ketidak semp

papa‘r?kan diatas, dapat menjadi

l ‘ .
N béfgi kita bersama di' masa-
yang fsebesar-besarnya, apabila

urnaan dalam pemaparan yang

baru saja kami sampaikan, Semoga Al{lah SWT senantiasa melindungi
I
kita semua, kiranya Pembangunan Tumatera Barat dapat berjalan

|

7
|
!



i

dengan baik dan kesejahteraanyanfg kita idam-idamkan bersama sesuai
dengan amanat UUD 45 dapat "seg%ra téirwujud ranah neger kita
tercinta ini. | |
Wabillahittaufiq wal hidayah o ‘:
Wassalamualaikum Wr Wb, |

P H
Pagang, §Julr015
(‘é | "\ SEKRETARIS
| ) -l-.“.';“‘“.;“w | =- } ] %
N . !
X T | .

Dra. A : miati —— “Zusmawati, SE, MM
Penasehat : Drs. H. Marlis, M?M |
Ketua . Dra. Armiati | .

Wk. Ketua . Syaiful Ardi, S.Sos,M.Hum
Sekretaris . Zusmawati, SE, MM |
Bendahara . Taufik Hidayat, SE
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Pendapat Akhlr |
Fraksi PPP DPRD Provinsi Surdatera Barat
Dalam rangka Pengambilan Keputusan terqadap Ranperda tentang !

. Penyclenggaraan Pelayanan Publlk
. Tanggungjawab Sosial dan ngkungan Perusahaan
. Pemanfaatan dan Penggunaftn Bagian Jalan
| |
Disampaikan pada Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sunhatera Barat
Hari Rabu tanggal 20 Syawal 4§6 H/ 05 Agustus 2015 M
W
|

A \r- - " .
‘\:w'b:;ajﬁli-o#-;;r- rﬁ.—-—" }

'.lJl'\J'—-

Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barat[ | l ’g
Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggdta bPRq Provinsi
Sumatera Barat. ] |
Sdr.  Anggota Forum Koordmasiﬁ sznpman Daerah Provinsi
Sumatera Barat, Ketua Penqullan Tx[nggl dan Ketua Pelwddllan

Tinggi Agama Sumatera Barat |

Sdr. Pimpinan Partai Politik dan Ormas dn Sumatera Barat.
Il

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera arat,
Sdr. Ninik Mamak, Alim Ul avqa O*adla |Pand-a1, Bunde Kanduang
I

yang hadir pada kesempat;m ini.
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Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Para Asfsten Kepala Dinas,
Badan, Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumqtera Barat,
Wartawan dan Hadirin yang benbahagJa. |

o |
Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan
rahmat, ridha dan karunia-Nya kepada kita‘ untuk dapat menghadiri

Rapat Paripurna hari ini, dalam rangkd Pen}ampman Pendapat Akhir

Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang : '

I. Penyelenggaraan Pelayanan Pulql'k J

2. Tdnwgung]awab Sosial dan ng,kungan Perusahaan

. Pemanfaatan dan Penggunaan Baglan;Jalan

Sefanjutnyva shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW,
kepada keluarga, para sahabat ser(a umatnya vang setia mengikuti
sunnahnya sampai akhir zaman,

Fraksi PPP mengucapkan terimaléasih !Iﬁepada Pimpinan Sidang
yang telah memberikan kesempata*i kepada ngmJ untuk menyampaikan

Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka PemgamF ilan Keputusan terhadap

Ranperda Penyelenggaraan Pelayanm Pub Tanggungjawab Sosial -

dan Lingkungan Perusahaan, serta Pelda Pemanfaatan dan Penggunaan

Bagian Jalan.

t
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|

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan quir n Yang kami Hormati,

1. Ranperda tentang Penyelenggaraah Pel yandn Publik.

Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang

sangat luas. Dalam kehidupan beme ara, pemer}ntah memxhkx fungsi
memberikan berbagai pelayanén publlk ang dlperlukan oth
masyvarakat, mulai dari pelayanan dajam bentuk pengaturan atau pun |
pclayanan-pelayanan lain dalam irangl;a memenuhi  kebutuhan
masyarakat dalam  bidang pendi%likanj kesehatan, utilitas, dan
lainnya. |
o !
Negara berkewajiban melayam seua‘p waﬂga negara dan penduduk
untuk memenuhi hak dan kebUtul#an Aésamya dalam kerangka
pelayanan publik vang merupakan amanat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan
masyarakat atas pelayanan publik yang ‘dilakukan penyelénggam
pelayanan publik merupakan kuglatah yang harus dilakukan seiring
dengan harapan dan tuntutan selur uh warga negara dan penduduk
tentang  peningkatan pelayanan p_{.lblik,é: sebagai upaya untuk
mempertegas hak dan kewajiban setiap wz}frga negara dan penduduk
seria terwujudnya tanggung jQWabinega'r;a dan Kkorporasi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang

i
t
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memberi pengaturan secara jelas, L:ebagai ui;f)aya Untuk meningkatkan
kualitas dan menjamin penyediaéln pralayaﬁan publik sesuai dengan
asas-asas umum pemerintahan dan korpor':si yang baik serta untuk
memberi perlindungan bag; setiaﬁ wargea rTégara dan penduduk dari
penyalahgunaan wewenang di dalarh pen:illfyelenggaraan pelayanan

publik.

A . |
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 t'ﬁntang Pelayanan Publik

adalah undang-undang yang mengaturftentang prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik yang mérupakanfefektﬁﬂtas fungsi-fungsi
pemerintahan itu sendir. perlayanar publik yang dilakukan oleh
pemerintahan  atau koporasi yang efeltif dapat memperkuat
demokrasi dan hak asasi manus:ia, fnemp?omosikan kemakmuran
ckonomi, kohesi sosial, mengurang] kerﬁiskinan, meningkatkan
layan,  memperdalam Kepercayaan pac_ié pemerintahan  dan

administrasi publik. |

|

Dalam pelayvanan publik Pemerintah dderah Harus melakukan hal haj
1 y

diantaranya :
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Perusahaan.

Undang

. 4

. Mewujudkan

. Ranperda

——

Pemerintah Daerah harus

]fber
meningkatkan kualitas pelayaﬁén
terhadap kepuasan masyarak‘!at

suatu pelayanan publik yang bersta
h

Mewujudkan kepastian tentan'ﬁ
‘ tes

dan kewenangan pihakyang
pelayanan publik | i ;
sesuai dengan asas asas umum

vang baik

. Terpenuhnya hak hak masyérékat dal

publik
partisipasi  dan

meningkatkan kualitas pelayanan

tentang Tanggungjaw

Undang Nomor 25 ;Tah

Penanaman Modal mewajibkan setig

melaksanakan tanggung jawab sosia

disi budaya masyarakat sekitar lokasi

upayq mengembangkan l'dan
yang \akan membawa inplikasi -
Untu mendorong terciptanya
ndar dan terukur.

gk, ta?nggur'lg jawab, ke:wajiban

kait :tiengétn penyelenggaraan "
| |
|

. Mewujudkan sistim penyelenggaraﬁan pflayanan publik yang baik

penyelenggaraan pemerintahan

a'ﬁ'l memperoleh pelayanan
1 '

i
(i
ketaatan

ublik.

masyarakat dalam

| |
ab $§osial* dan Lingkungan

1
un 2007 Pasal

p penanam modal di Indonesia

15 Tentang

| perusahaan, menghormati tra

kegiatan usaha penamaan
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lllli

modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-

undangan,

Ketentuan peraturan perundang- undangan tersebut  menegaskan

bahwa pada dasarnya setiap perusaqaan harus melaksanakan

tanggung jawab sosial dan lingk ngan sebagai wujud kegiatan

kemanusiaan, Pengaturan tanggun awab sostal dan lingkunean
! | = f=]

perusahaan  bertujuan  mewudjudkan pembangunan  ekonomi

berkelanjutan guna meningkatkan k ialitas{ kehidupan dan lingkungan

yang bermanfaat bagi komonitas fetempat dan masyarakat pada

umumnya maupun perusahaan itu §
|

endm dalam rangka tarjadmya

hubungan perusahaan yang ser:a51 sexmbang, dan sesuai dengan

) o N
lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

} ,
Dalam ketentuan pasal 74 undangmnda g Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, memuat kjl'temuan bahwa persoalan

terbatas dalam menjalankan <egxatan usahanya di bidang dan/atau

: | .
berkaitan dengan sumber alam  wajib melaksanakan

da&a
. y

tanggungjawab sosial dan lingkung
pembangunzan ekonomi berkelanjut

kehidupan dan lingkungan yang berm

n yeng bertujuan mewujudkan

(e
n, guna meningkatkan kualitas

anfaat bagl komunitas setempat

dan masyarakat pada umumnya maupun perseloan itu sendiri dalam

o e T e B e
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rangka terjalinnya hubungan perseJ!oan yang serasi, seimbang ‘dan

sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat,
Sl

Schubungan dengan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan oleh

Panitia Pembahasan Ranperda Tfntang Tanggung Sosial dan

Lingkungan Perusahaan, inelalui pendapat akhir fraksi ihi kami

menyampatkan beberapa hal sebagai berikut :

| Forum yang dibentuk tersebut! adalah adalah forum! yang

independen yang anggotanya adai?h dari perusahaan yang wajib

melaksanakan Tanggung jawab Soj;sial Aan lingkungan perusahaan

sedangkan  penasehat dan dewan pengawasnya boleh dari

pemerintah daerah !

2

. Forum TJSLP membuat Anggarax% Daqér dan Anggaran Rumah
Tangga sendiri tanpa adanya inﬁervénsi d;b:ri pemerintah |

3. Forum TIJSLP dalam membuatL peréncanaan program harus

berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Pemberantasan Kemiskinan

Pemerintahan Daerah, sehingga program pengentasan kemiskinan

dapat berjalan sesuai harapan, -~ i |
. ij

4. Forum TIJSLP bersama Tim KoFrdinasi Pemberantasan

oy o y
Kemiskinan agar membuat Perencanaan untuk melaksanakan

pembinaan Desa model CSR. = *

IR /|
| ' I

A .
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| |
| |

Ranperda tentang Pemanfaatain dan Peﬁiggunaan Bagian[Jalén

Jalan sebagai salah satu prasaraTna ranquam yang merupalgan urat |
nadi kehidupan masyarakat mempud al peranan penting dalam usaha
pengembangan kehidupan berbangs] dan Eemegara Dalam kerangka

tersebut jalan mempunyai perana

untuk mewujudkan sasaran

|
pembangunan seperti pemerataan, pembangunan dan hasil hasilnya,

pertumbuhan  ekonomi  dan pe_ér\\'rujudah keadilan sosial bagi

: o B
masyarakat, melalui peran penting jalan dalam membentuk struktur

wilayah, penyelenggaraan jalan padd hake%katnya dimaksudkan untuk

mewujudkan perkembangan antari daefah yang seimbang dan
1 !
I

pemerataan hasil pembangunan.

I

Dalam pemanfaatan fungsi jalan prownSI dl Sumatera Barat banyak
pemantaatar dan penggunaan Jalan yang tldal tertib, mengakibatkan
penggunakan  jalan  kurang optimal serta dapat menimbulkan
kerusakan jalan, bahkan dapat memmbulkan kemacetan lalulintas,
sepertt adanya pasar tumpah, penumPukan bahan bangunan di jalan,
parkir liar di ‘alan, bangunan liar, gallar;: galian, pembuatan jalan
masuk keluar dan pemasangan baliho yang tidak pada tempatnya

yang dapat mengganggu pemandangan pengguna jalan.

i
|
1

1
'
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KYAT DAERAH

Sesuai dengan  Undang Undang Nomoﬁi' 34 Tahun 2006 tentang

Jalan sesuai dengan kewenangan pemermtahan daerah provinsi yang

diatur dalam Undang Undang N

mor|23 Tahun 2014 tentang

: |
Pemerintahan Daerah. Didalam ketentuan Undang Undang tersebut

Kewenangan Provinsi dalam pema
jelan  meliputi  pengaturan, | pe

pengawasan jalan provinsi. ¥

nfaatan dan penggunaan bagian

I
i :
Il

i

Sehubungan dengan hasil pembphasan ya}ng telah dilaksanakan oleh

Panitia  Pembahasan  Ranperda
Penggunaan Badan Jalan, melalui

menyampaikan beberapa hal sebag'u

J Te vjiang Pemanfaatan dan
pend pat akhir fraksi ini kami

berlHut

-
o

l. Perda ini diharapkan kegunqanyaw untuk menata supaya

pengamanan fungsi jalan, menjamlm keselamatan keamanan,

kenyamanan kelancaran penggut

estetika  lingkungan  serta menjamln kondisi dan keamanan

Kontruksi jalan tidak semata mata

daerah.

to

tpa Jalan atau pengendara, dan

untuk mendapdtkan Pcndapatcm "

. Perda ini hendaknva dapat mengatur dan melindungi ruang -

. . ' [
pengawasan jalan dari bangunan bangunan yang dapat

'nbma{an ,pembangunan dan .

e e = e



Jjalan dan masyarakat sekitarnya. i :
4. Dalam penertiban hendaknya dapat juga memperhatlkan efek
ckonomi yang timbul setelah aﬂanya perda ini terutama bagi

!
pelaku ekonomi, pedagang kecil lyang berjualan ditempat tempat

keramaian tersebut, 1 !
3. Pembentukan forum Lalu ]mtas 'dan angkutan jalan diharapkan

betul betu! metibatkan dan memanfaatl an seluruh komponen yang .

| 1
ada schingga forum ini dapat beJalanf sesual harapan dari perda

tersebur.

I

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hn_diri{n Yang kami Hormati,
'i :
Selanjutnya berdasarkan Rap;at Fraksu‘PPP tanggal 04 Agustus
2015 dengan mengucapkan Bismill'éhmohmamrrohm kami dari Fraksi
!

) !
Partai Persatuan Pembangunan _rggl*:lygtUJU1 Ra.rnperda tentang :

I. Penyelenggaraan Pelayanan iP.ublik j

2. Tanggungjawab Sosial dan ﬂingkungé Perusahaan

3. Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian'Jalan

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3. mengganggu fungsi jalan, dan n}lelind'ungi fnasyarakat,p’engguna

e e A e e mad T o
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!
Sdr. Gubernuy, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PPP kami sampaikan. Terima

kasih atas segala perhatian dan mohon maaf‘ Lb:lal terdapat hal-hal yang |

kurang berkenan dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PPP ini.

Wabillahittaufik wal hidayar

1 R R Ty o g -
PAATCE AT ICR 5= .ﬁ-f::\‘,j-_':"\_:::.:_?ﬂ_q-

Padang, 20 Svawal 1435 H

i . 05 Agustus 2015 M
Pral<31 PPP

Juru blcara

Yullarman

b e Ao e -
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F R A.EK 'S
PDI PERJUANGAN,PKB & PBB

DPRD PROVINSIL SUMATERA BA,RAT i i ‘
Jin. Khatib Sulaiman Nc.87 Telp. 70.5759!\-3 Ext ;’PO

I
T

PANDANGAN bMéM
FRAKSI PDI PERJUANGAN, PKB & PBB
DPRD PROVINSI SUMBAR

Terhadap:

1. Ranperda tentang Penyelenggara n Pe]‘ayanan Publik

2. Ranperda tentang Tanggungjavsa Sos,'lal dan Lingkungan
Perusahaan ; I

3. Ranperda tentang Pemanfaatan dhn Pénggunaan Jalan

Juru Bicara ' Riva Melda - “
Tanggal 15 Agustus 2015 | |

.
| | i -

» Yang Terhormat Saudara Pimipiném dan Anggota DPRD Prov.

Sumatera Barat
# Yang Terhormat Sdr. Gubernur Beserta dan | Wal<11 Gubernur |
# Yang Terhormat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Provinsi!Sumatera
Barat, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadllan T1ngg1 Agama
Provinsi Sumatera Barat
Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat
Yang Terhormat Sdr, lepman Instan51 Vertikal, BUMN/BUMD
Provinsi Sumatera Barat |

» Yang Terhormat Sdr. Sekda, ‘A'sisterg, Staf Ahli, Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Biro  dalam. Lingkungan Pemerintahan Daerah
Provinsi Sumatera Barat |

» Yth. Sdr. Pimpinan Partai Politik, Cfrmas L.,){M Rekan Pers dan Hadirin
serta Undangan Yang Berbahagia |

AN




Assalamualaikum Wr. Wh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua '

Atas perkenan Saudara Pimpinan pada kesempatan yang baik ini, marilah
kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T
Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmad dan hidayah-Nya kepada
kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan rapat paripyrna yang
terhormat ini dalam keadaan sehat, w‘{: aﬁt Sebagai ungképan rasa

syukur , hendaknya kita tidak hanya me gaktuahsamkannya dalam bentuk
ucapan dan perenungan saja. Bentuk unlgkapam yang lebih pendting dan
bermakna adalah tekad dan upaya kongknet klué semuasbageu wakil rakyat,
Sebagai Kkita ketahui, acara rapat parlpuma kal ini adalah mendengarkan
Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap: | i

I. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
. Ranperda tentang Tanggungj awab 8051'a1 dan Lingkungan
Perusahaan |

. Ranperda tentang Pemanfaatan dén Pepggurﬁaan Jalan

l\.)

(W]

Dan hari ini juga kita masih dalam suasana merayakan [dul Fitri, kami atas
nama Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB mengucapkan Selamat
merayakan hari raya Idu] Futri, mohon m?af lahir bathin.

| | .
Saudara-saudara sskalian kita menyada?n bdhwa Rapat Pleno! hari ini
sangatlah penting karena kita akén r!pengambil keputusan mengenai
Peraturan-peraturan Daerah sebagaimana yang disebut di atas dan akan
menjadi pedoman dalam penegakan. ked131p1man setiap warga, Pemerintah,
Perusahaan demi kelanjutan untuk pemngkatan kesejahteraan sosial
masyarakat dimasa mendatang, untuk 1tu, perkeinankanlah kami Fraksi PDI
Perjuangan, PKB & PBB menyampa1k¢m Pé,rdangan Akhir ini sebaga1
berikut:;



|
i

Ranperda Tentang Pelayanan‘Pu lik { | |

Kita tahu bahwa Undang- Undan Dallsar RI 1945 rnqnbenka;n
perintah, tugas dan wewenang kepadal seluruh Aparatur Negara
melaksanakan amanat untuk 'mensejahterakan rakyatnya, melalui
penyelenggaraan kepemermtc#hanl yang baik dan
hertanggungjawab. Perwwudannya hal tersebut diantaranya adalah
melalui pelayanan publik yan baui'( Pelayanan Publik oleh
birokrasi publik merupakan sala satu perwujudan dari fungsi
aparatur bernegara sebagai abdi mjsyarilfat, disamping sebagai abdi
negara. Pelayanan tersebut di erikan  untuk memenuhi hak
masyarakat, baik itu merupakan layahan civil maupun layanan
publik. Artinya kegiatan pelay n p;ida cliasarnya mcnyangkut
pemenuhan satu hak. la melekat padq setiap orang, baik secara
pribadi maupun kelompok (or n15a51) dan dilakukan secara
universal. Penyelenggaraan pel yanan publik dapat ‘menjadl
tokomotif dalam upaya perubahatﬁ menuju pemerintah yang baik
untuk tercapainya pelayanan prima. ‘ ‘

|

Mencermati kondisi yang ada pada saat m1 di Sumatera Barat tentang
pelayanan publik, bahwa tingkat kepubsan dari masyarakat akan
pelayanan publik selalu mendapa!c 1t1kain diantaranya

a. Dibidang Kesehatan, masih d1t rnu1;‘>elayan dirumah sakit yang
belum optimal dalam membbrlkan pelayan kepada pasien
pengguna BPJS untuk berobat dang (rawat jalan) dimana lokasi
tempat pendaftaran hanya satu loket sehingga menumpuk dan
terjadi antirian yang memerlukan waktu lama, saran Fraksi kami

hendaknya posko pendaftran untuk dltambah 1

UPTD ini yang dipentingkfanjbuk 1 hanya banyaknya orang
datang ke tempat ini untuk .melaksanakan kewajibannya tetapi
vang dibutuhkan adalah informasi, transparansi dan kecepatan
dalam melaksanakan tugas’.sé agai penyelanggra pelayan publik,
sehingga masyarakat yang te ¢laksanakan kewajibannya tidak
merasa dirugikan, dan hm%ga hari |ini kami masih menerima

| , .

' |
b. Sistem Administrasi Terpadu Iatu | tap (SAMSAT), bahwa di




11.

laporan dan melihat langsung dxja an r?ya banyak kendaraan roda
dua yang tidak memakali plat resmp melainkan plat distibutor

motor bahkan tidak memakai

peraturan perundangan yang
tersebut.

Hal lain yang kami sampaika
dilapangan terhadap nomor-nom
empat, kami memahami ,ferh
kendaraan roda empat terhadap a
ada pembayaran khusus untuk |
fraksi kami memberikan catata;
berdasarkan peraturan perunda
tersebut sehingga tidak terjadl di
pendapat daerah. P

plat
menimbulkan menurunnya |keperca

ama sekali hal ini dapat
an |masyarakat terhadap
berkerltan ‘dengan plat nomor

) bahwa masih ada kebijakan
or khxh‘sus kepada kendaraan roda
adap|| keinginan dari |pem111k
ngka zlngka khusus dan chslnyallr
Imen é.patkannya dalam hal ini
1 age dicari sebuah kebijakan
ngan' yang sesuai dengan hal
skr1m1na51 dan dapat menambah

L

Ranperda Tentang Tanggungja
Perusahaan:

pvab Sosnal dan ngkungan

|
|
]

Tujuan dari Raperda ini adalah JJntulqmerringl<at perhatian dan

implementasi tanggungjawab sosial

perusahaan sesuai dengan UU'No
Usaha Milik Negara pa§al 88, uu Nb 40 tahun 2007,

Perseroan Terbatas dan Peraturan

dan fingkungan perusahaan oleh
19 tehun 2003 tentang Badan
tentang
Pemerintah No 47 tahun 2012

tentang Tanggungjawab Sosial dan I.ingklungan Perseroan terbatas,

1 t

Tanggungjawab sosial dan lmgkungan\ perusahaan tidak hanya
menekankan pada aspek dorongam kemanpsman yang bersumber dari

norma dan etika unwersal u
memperjuangkan pemerataan sosial

harus makin diperluas pada tmgkat

ntuk i menolong sesama dan
maupun level strategi, melainkan
kebijakan riil (UU No 25 tahun

2007, pasal 15). Setiap perusahaan yang berbadan hukum baik
BUMN, BUMD maupun Swasta Nasional dan asing mempunyai
tanggungjawab sosial terhadap daerah dnnana kantor usaha/keglatan
vang melakukan usahanya di Sumatera: Barat



| |
E - |
; |

Selama ini  urusan-urusan . yai
mengimplementasikan tanggung | awab sasial tersebut terhadap
dacrah Sumatera Barat namun belym optrma maka perda TJSLP
vang telah  dibahas mengsinerji<an/rrﬁengupayakan bagaiamana
supaya semua perusahan-perusahaan baitk BUMN, BUMD dan
Perusahan Swasta yang melaksanakan kegratan di Sumatera Barar
melaksanakan tanggungjawbaﬂy sébual dengan  peraturan
perundangan yang berlaku, untuJ( tu d1§|>entuk sebuah forum yang
terdiri dari perwakilan sertiap perus haaq }yang disebut dengan forum
TISLP yang bersifat independen dalam arti betul-betul murni, semua
anggota forum tersebut adalah perwakilan dari perusahaan,

! b J i

Agar forum tersebut betul-betul melaksanakan tepat sasaran maka
selalu berkordisnasi dengan t1m kordinasi pelaksanaan program
tanggungjwab sosial dan hngkung pj:rusahaan yang selanjutnya

disebut dengan Tim Kordiansi P lasTna Program TJSLP yang
|

terdiri dari SKPD-SKPD yang tprka[t

Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PBB d at memaharm sistem yang
ada di Ranperda ini supaya t ggu g]awab semua perusahan-
perusahann tersebut bisa’ membaht masﬂfarakat Sumatera Barat, di
bidang pendidikan, sosial, kesehata dan.sebaglanya adil dan merata,
asalkan tim kordinisasi dapat melaH%anakan kegiatan dengan sebaik-
baiknya. Untuk itu fraksi kami PDI Perjuangan PKB & PBB dapat
menerima Ranperda inl menjadi Perda

g Ici;rmakisud tersebut telah

r

RanperdaTentang Pemanfaatan dan Penggunaan Badan Jalan |

Fraksi PDI Perjuangan, PKB, &
mengatur jalan  Provinsi, bérka
Penggunaan Badan Jalan dari keny
penggunaan  badan jalan ‘télxah
mengkawatirkan dipandang dari s

PBI% mendukung perda yang
tan dengan Pemanfaatan dan
ataan yang ada pemanfaatan dan
terjadi pada tingkat yang
si kéamanan, kenyamanan bagi

i




pengguna jalan. Ada kesan tetjadinya 1<e§ernberautan terutama pada
kota-kota di Sumatera Barat dgn} ‘palag:!i pada jalan-jalan Provinsi
tersebut banyaknya pasar-pasar 't pah' yang menimbulkan tidak
kelencaran lalu lintas. | ‘I | |

Munculnya pemasangan ballho/paﬂan reklame pada tempat-tempat
strategis juga menimbulkan pada asalah keindahan, keselamatan
bagi pengguna jalan termasuk' pada pendapatan daerah. Hal ini
terjadi tidak adanya regulasi dltdmbgh dengan tidak adanya 1<ord1na31
antara  pemerintah  Kabupaten/Kot dengan Pemerintah Provinsi.
Perda tentang Pemanfaatan dan enggunaan Badan Jalan adalah
merupakan payung hukum yang harus diikuti oleh perda yang sama
di Kabupaten/Kota yang mengatur secara teknis lebih lanjutnya.
Schingga terjadilah singkronisasi dan kesmambungan antara Perda
Provinsi dengan Perda Kabuptén/K ta sec'r.bra maksimal,

Fraksi kami memberikan catatan agar KH’mpraSJal dapat mebuat data
base vang rinci dan betnggurigja aaby tentang Pemanfeatan dan
Penggunaan  Badan Jalan melalui  petugas-petugas yang
bertanggungjawab dalem perawatan jalan Provinsi Sumatera Barat,
dan perlu kami sampaikan dari masuykan | prov1n31-prov1n51 yang telah
mempunyai perda Pemanfaatan ‘Fian Penggunaan Badan Jalan
mengalami kesulitan dalam meneg kan parda tersebut, ;

Yang Terhormat Saudara lepman dan Anggota DPRD
iJajarannya

!
| .
Setelah penyampaian pemdapét' ]sa‘an dan pemlalan terhadap tiga
rancangan peraturan daerah 1ntt maks dengan ini Fraksi PDI
Perjuangan, PKB & PBB DPRD Pr vins{! Sumatera Barat dengan inj
menyatakan dapat menerima tiga rﬁ'nperda tersebut di atas
untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah dengan catatan
sebagaimana tersebut di atas, dan kami juga mengingatkan agar
(Giubernur Sumatera Barat menindak lanjuti perda-perda tersebut
dengan Peraturan Gubernur schingga perda ini tidak menjadi perda
tidur | -
|
|

Yang Terhormat Saudara Gubernur Beésert




Demikianlah Pendapat akhir FlrakSI PD{ Perjuangan PKB & PBB
terhadap Rancangan tiga Ranp?rda tersebut di atas untuk dijadikan
sebagai Peraturan Daeragh 1 |

\
{
Alas perhatian siding dewan yang tcrhonnat kami ucapkan ter 1maka81h

Wessalamu’alaikum Wr, Wb L 5
MERDEKA ! |

] Padang, 5 Agustus 2015

p PIMPINAN FI KSI
PDI PERJUANGAN, PKB & PBB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATFRA BARAT

Ketua o ' Sekretaris

I

(Albert Hendra Lukman, SE)




